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BUPATI LAMPUNG:UTARA 
PROVINSl LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 
NOMOR 28 TAHUN 2017 

TENTANG 


URAlAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH, INSPEKroRAT DAN SEKRETARlAT 


DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 


Mengingat 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomer l~ Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah dan Pasal '4 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Nomer 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan 'dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Utara, maka urman tugas diatur 
lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati. 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lampung Utara tentang Urman Tugas Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republik Indonesia Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. 

Menimbang :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nemor 4 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah dtonom Kabupaten

,Ka1;JUpaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat 1 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

, Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Leinbaran Negara 
• Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang
,Undang 	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Inonesia Nomor 1821); 

2. 	Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014'tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
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3. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun' 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 'Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta;mbahan Lembaran 
'Neg'ara Re:publik Indonesia Nomor 5587) ;sebagaimana 
telah eliubaJ:l beberapa kali terakhir d~ngan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679); 

4. 	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan., dan Pengawasan Penye1enggaraan 
Pemerintanail Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

5. 	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan . Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 14, Tamhahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4450); 

6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Uroum eli 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

8. 	Peraiuran Menteri Negara Pendayagtinaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan eli Daerah dan Angka Kredituya; 

9. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat 
Dewan Pengurus Kofps Pegawai Negeri Sipil Republik 
Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

10. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan 

!Perwalci1an Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1910); 

lL 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 
5). 
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Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URA!AN TUGAS 
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN 
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAl 
REPUBLIK INDONESIA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
UTARA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan D,erah ini, yang dimaksud dengan: , 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. i 
2. 	 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusart Pemerintahan 

oIeh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 'Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
RepubJik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara RepubJik Indonesia Tahun 1945. 

3. 	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 
5. 	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. 	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. 

7. 	 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

8. 	 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

9. 	 Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan 
9lasyarakat hukum yang i mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pelnerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
RepubJik Indonesia. 

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahim yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. 

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan peIjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

12. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
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BAB II, 

SEKRETARIAT DAERAH 

~ ''sagian Kesatu 

Rincian Tugas dan Fungsi 

Pasal2 

(1) 	 Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang 
merupakan unsur staf, 

(2) 	 Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung 
jawab kepada Bupati, 

Bagian Kedua 


Susunan Organisasi 


Pasal3 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dati: 

a. 	 Sekretaris Daerah; 

b. 	 Asisten Bidang Pemerin,tahan dan Hukum; 

c. 	 Asisten. Bidang Ekonomi, Kesejahteraan dan Pembangunan; dan , 
d. 	 Asisten. Bidang Administrasi Umum. 

,. 
Bagian Ketiga 


Sekretarlat Daerah 


Pasal4 


(1) 	Sekretaris Daerah mempunyal tugas membantu Bupati dalsm 
penyusunan kebijakan dan pengoordinaeian administratif terhadap 
pelakaanaan tugae Perangkat Daerah Berta pelayanan administratif. 

(2) 	 Untuk melakaanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat Daera."It menyelenggarakan fungsi: 

a. 	 pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. 	 pengoordinasian pe1aksanaan tugas Organisasi Perangkat 
Daerah; 

c. 	 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
, ' 

d. 	 pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara 
pada instansi Daerah; dan 

e. 	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Keempat 

Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum 

PasalS 

(1) 	 Asisten Bidwig Pemerintahan dan Hukum mempuyal tugas pokok 
melaksanakan membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan 
kebijakan, m~ngoordinasikan baglan pemerintahan, kehumasan, 
pemberdayaan masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD dan 
Perangkat Daerah yang,melaksanakan urusan pemerintahan bidang, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan 
masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
.Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum menyelenggarakan fungsi: 
. . 

a. 	pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang 
pemerintahan, kehumasan dan penyusunan peraturan 
Perundang-undangan; 

b. 	pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program 
Perangkat Daerah sesual dengan pembidangan tugas Asisten 
Pemerintahan dan Hu:k:qm; 

c. 	 pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah 
sesual dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan 
Hukum; 

d. 	pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, 
kehumasan dan penyusunan peraturan Perundang-undangan; 
dan 

e. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesual dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasa16 

(1) 	 Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, membawahi: 

a. 	Bagian Pemerintahan; 

b. 	Bagian Hukum; dan 

c. 	Bagian Hubungan Masyarakat. 

(2) 	 Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud ,pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan 
Hukum. \ 
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Paragraf 1 

Bagian Pemerintahan 

, 
Pasal7 

(1) 	 Bagian Pemerl(ltahan mempuyai tugas pokok menyiapkan bahan 
dan materi penyusunan, perumusan kebijakan, f pembinaan, 
koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan 
umum, otonomi daerah, kerjasama antar daerah, peinerintahan dan 
administrasi kewilayahan yang meliputi .Kecamatan dan Ke1urallan, 
aparatur pemerintahan dan otonomi daerall serta fasilitasi 
sekretariat penge101aan perbatasan bagi daerall yang berbatasan 
Jangsung dengan daeralllain. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Pemerintahan menye1enggarakan fungsi: 

a. 	penyiapan ballan dan materi, penyusunan dan perumusan 
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan monitoring di bidang 
pemerintahanumum; 

b. 	penyiapan ballan dim materi, penyusunan dan perumusan 
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan monitoring di bidang 
otonomi daerall dan keIja sarna antar daerall; 

c. 	 penyiapan ballan dan materi, penyusunan dan perumusan 
kebijaksanaan, kooroinasi, pembinaan monitoring di bidang 
pemerintahan dan administrasi kewilayallan; dan 

d. 	pe1aksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

, Pasal8 

(1) 	Bagian Pemerintahan, membawahi: 

a. 	Subbagian Pemerintahan Umwn; 

b. 	Subbagian Otonomi Daerall dan Kerjasama Antar Daerall; dan 

c. 	 Subbagian Penataan Wilayall. 

(2) 	 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin 0100 seorang Kepala Subbagian yang berada dibawall dan 
bertangguIlgjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan. 

Pasal9 

(1) 	Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok 
menyiapkan ballan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, 
koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, yang 
meliputi penyiapan ballan dalam rangka pelaksanaan rapat 
koordinasi tingkat Kecamatan/Kabupaten dan Provinsi, penyiapan 
dan mengolall bahan serta memonitor pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan inspektorat, menghinlpun laporan Organisasi 
Perangkat Daerall se-Kabupaten Lampung Utara serta penyiapan 
ballan penyusunan teknis hubungan antar lembaga daerall. 
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(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program keIja dan anggaran 

Subbagian Pemerint1l4an Umum: 
b. 	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan 

perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan 
pemerintahan umum dan hubungan antar lembaga daerah; 

c. 	melaksanakan penyiapan bahan dan materi koordinasi 
penYelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan 
hubungan antar lembaga daerah; 

d. 	me1aksanakan penyiapan bahan dan materi monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan hubungan 
antar lembaga daerah; 

e. 	 melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan daerah;, 
f. 	 melaksanakan penyiapan bahan penyusunan monogt:afi daerah 

Kecamatan dan Kabupaten; 
g. 	 menyiapkan dan mengolah bahan serta memorutor pelaksanaan 

tindak lanjut hasii pemeriksaan inspektorat; . 
h. 	menghimpun laporan bulanan Organisasi PeJ;angkat Daerah se

Kabupaten tampung Utara sebagai bahan rapat koof,dinasi; 
i. 	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiata:n: Subbagian 

Pemerintahan Umum; dan 
j. 	melaksanakan tugas lain yang diberlkan oleh atasan sesuai 

dengan ketentuan yang berlakll. 

PasailO 

(1) 	 Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman 
dan petunjuk teknis pembinaan di bidang otonomi dan kerja sama 
antar daerah yang meliputi pembinaan dan pengembangan 
Kecarnatan, keIja sarna antar daerah, menyiapkan data penyusunan 
laporan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, penyiapan bahan penyusunan monografi 
tingkat ,Kecamatan dan Kabupaten serta penyiapan bahan 
penyusunan teknis hubungan antar daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Otonomi Daerah dan KeIjasama Antar Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

Subbagian Otonomi dan Kerja Sama antar Daerah; 
b. 	melaksanakan penyiapan bahan dan materi perumusan kebijakan 

" dan pembinaan pelaksanaan otonomi dan kcrja sama antar 
daerah; 

c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanakan 
otonomi daerah; 

d. 	melakukan koordinasi, menyusun dan menyampaikan laporan 
tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan keIjasama antar 
daerah; 
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e. 	 menghlmpu:q, menyusun, mengidentiflkasi dan meneliti 
persyaratan administrasi, teknis dan kewilayahan dalam rangka 
pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta 
perubahan nama dan atau lokasi; 

f. 	 menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
" 	 pengembangan otonomi daerah dan keIjasama antar daerah dan 

mempersiapkan bahan petunjuk pemecahan mashlah; 
g. 	 melaksanakan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah 

yang berhubun,gan dengan Kecamatan; 
h. melaksanakan penyiapan data. dan penyusunan Laporan 

Penye1enggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan 
Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ); dan 

i. 	 me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasalll 

(1) 	 Subbagian Penataan Wilayah mempuyai tugas pokok menyiapkan 
bahan petunjuk teknis Penataan Wilayah yang me1iputi pendataan 
dan menginventarisir data rupa-rupa bumi, penataan batas wilayah 
Kecamatan· dan Kabupaten serta hal teknis lainnya yang 
berhubungan dengan"penataan wilayah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subb~an Penataan Wilayah menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program keIja dan anggaran 

SUbbagian Penataan Wilayah; 
b. 	menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis lainnya yang 
berhubungan dengan bidang Penataan Wilayah sebagai pedoman 
dan landasan keIja; 

'.c. 	mempersiapkan bahan-bahan, mengmmpun dan 
mensistemasikan/mengolah data dan informasi dalam rangka 
pelaksanwu\ kebijaksanaan., pedoman dan petunjuk teknis di 
bidang Penataan Wilayah; f 

d. 	melaksanakan pt>.nelaahan dan memfasilita&' penye1esaian 
permasalahan di bidang Penataan Wilayah; 

e. 	 mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi 
yang berhubungan dengan masalah Penataan Wilayah; 

t 	 mengumpuikan, menghlmpun, mengolah data dan informasi 
dalam rangka penetapan/pembakuan nama rupa-rupa bumi; 

g. 	 me1aksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan 
tugas dibidang Penataan Wilayah; 

h. 	melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penataan 
batas wilayah Kecamata:p dan Kabupaten; dan 

i. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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Paragraf2 

, 	 Bagian Hukum 

Pasal12 

(1) 	 Bagian Hukum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
koordinasi perumusan produk hukum daerah, bahan pertimbangan 
dan bantuan hukum, penyusunan rencana pemasyarakatan dan 
pelaksanaan program aksi nasional Hak Asasi Manusia (HAM) serta 
informasi dan dokumentasi hukum, telaahan dan evaluasi kebijakan 
daerah. 

(2J 	 Untuk melaksanakantdgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: 
a. 	pengkoordinasian, penelaallan Peraturan Perundang-undangan, 

Peraturan Daerah, Peratut'an Bupati dan Keputusan Bupati; 
b. 	penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada 

unsur pemerintah daerah; 
c. penyiapan bahan pemasyarakatan hak asasi manusia, publikasi 

, produk hukum dan dokumentasi; dan 
d. 	pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan 

\ 

sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal13 
(1) 	Bagian Hukum, membawahi: 

a. 	Subbagian Perundarlg-undangan; 
b. 	Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 
c. 	Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum. 

(2) 	 Masing-masing SUbbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagial'l Hukum. 

Pasal14 
(1) 	 Subbagian 'Perundang-undangan mempuyai tugas pokok 

menyiapkan bahan perumusan rancangan dan pembentukan produk 
hukum daerah serta evaluasi kebijakan daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Perundarlg-undangan menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program keIja dan anggaran 

Subbagian Perundang-undangan; , 
b. 	menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang~undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perundang. 	 ' undangan dan produk hukum lamnya; . 
c. 	 menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan pembentukan 

Peraturan Oaerah; , 
d. 	me1akukan harmonisasi dan sinkronisasi materi seri,ia pene1aahan 

terhadap produk hukum yang diajukan oleh Orgaillsasi Perangkat 
Daerah; • 

e. 	 menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam rangka 
penyampalan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

I 
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f. 	 menyiapkan bahan dan data dalam rangka perumusan 
Rancangan Peraturan/Keputusan Bupati tentang pelaksanaan 
Peraturan Daerah; 

g. 	 me1aksanakan pemantauan/monitoring terhadap pe1~sanaan 
produk hukum daer3h; 

h. 	menyiapkan bahan dan menyusun hasil evaluasi produk hukum 
daerah; 

i. 	 menyiapkan dan menyampaikan bahan periimbangan hukum 
kepada Bupati dalam rangka pengambilan kep-p.tusan; 

j. 	 menyiapkan'laporan: pe1aksanaan kegiatan Subbagia;n Perundang
undangan; dan " ! 

k. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh' atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal15 

(1) 	 Subbagian Bantuan Hukum dan' liak Asasi Manusia mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan peitimbangan dan bal1tuan hukum 
kepada semua unsur Pemerintah Daerah, penyusunan rencana 
pemasyarakatan dan pelaksanaan program aksi Hak Asasi Manusia 
dalam rangka penegakan hukum. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 
menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program keIja dan anggaran 

SUbbagian Otonomi dan KeIja Sama antar Daerah; 
b. 	melaksanakan penyiapan bahan dan materi perumusan kebijakan 

dan pembinaan pelaksanaan otonomi dan keIja sama antar 
daerah; 

c. 	 melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanakan 
otonomi daerah; 

f. d. melakukan koordinasi, menyusun dan menyampaikan laporan 
tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia'? 

e. 	menghimpun, menyusun, mengidentifikasi dan meneliti 
persyaratan administrasi, teknis dan kewilayahan dalam rangka 
pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta 
penibahan nama dan atau lokasi; 

f. 	 menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
pengembangan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 
mempersiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

g. 	 melaksanakan eValuasi terhadap rancangan peraturan daerah 
yang berhubungan dengan Kecamatan; 

h. 	me1aksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan daerah; 
i. 	 melaksanakan penyiapan bahan/materi dan fasilitasi dalam 

rangka kunjungan kerja daerah; 
j. 	melaksanakan penyiapan bahan penyusunan monografi daerah 

Kecamatan dan Kabupaten; dan 
k. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal16 

(I) 	Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum mempuyai tugas 
pokok menyelenggarakan pendokumentasian dan 
mempublikasikan/menginformasikan produk-produk hukum serta 
mengolah dan mengembaD.gkan perpustakaan di bidang hukum. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Subbagian Dokumentafli dan Perpustakaan Hukum 
menyelenggarakan fungsi:' 
a. meiaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

Subbagian Dokumentiisi dan Perpustakaan Hukum; 
b. 	menyiapkan bahan sosialisasi peraturan Perundang-undangan 

dan produk hukum daerah; 
c. 	menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan dan Produk 

Hukum Daerah; 
d. 	memberi pelayanan kepada aparatur/masyarakat dibidang 

Perundang-undangan dan produk hukum daerah; 
e. 	menginventarisir dan memberikan penomoran produk hukum 

daerah dan pengundangan produk hukum daerah; 
f. 	 menghimpun peraturan Perundang-undangan dan produ,k hukum 

daerah seeara sistematis dan teratur; 
g. 	 menyiapkan bahan pembuatan katalog dan abstrak peraturan 

Perundang-undangan dan produk hukum daerah; 
h. 	me1akuk8n pemeliharaan dokumen perat'uran Perundang

undangan dan produk hukum daerah; 
i. 	 menyiapkan\ laporan pelaksanaan kegiatan : Subbagian 

Dokumentasi dan Perpustakaan H~1kum; dan "! 

j. 	me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh' atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf3 

Bagian Hubungan Masyarakat 

Pasal17 
" 

(1) 	 Bagian Hubungan Masyarakat mempuyai tugas pokok menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan 
fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di 
bidang penyelenggaraan kehumasan Bupati dan Wakil Bupati. 

(2) 	 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Bagian Hubungan Masyarakat menye1enggarakan fungsi: 
a. 	pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, 

pembinaan monitoring di bidang penye1enggaraan kehumasan; 
" b. 	penyiapan bahan dan materi, penyusunan dan perumusan 

kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan monitoring di bidang 
kehumasan;' 

-------------'---_ _-
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c. 	penyiapan bahan kegiatan pelayanan media pemberitaan, 
komunikasi, penerbitan, ' pameran dan pelayanan umum 
masyarakat; 

d. 	penyiapan bahan dan materi, penyusunan dan perumusan 
kebijaksanaan, kootdinasi, pembinaan monitoring di bidang 
kebumasari; dan 

e. 	pe1aksan~ tngas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
ketentnan yang berlaku. 

Pasal18 
(1) "Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi: 

a. 	Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; 
b. 	Subbagian Pameran dan Penerbitan; dan 
c. 	Subbagian Data dan Informasi. 

(2) 	 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. 

Pa,sal19 
(1) 	 Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempuyai tngas pokok 

menyiapkan bahan penyusUllan pedoman dan petnnjuk teknis, 
koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan daJam pelaksanaan 
kegiatan informasi, publikasi dan dokumentasi serta pengkajian 
media; film dan radio, 

(2) 	 Untnk melaksanakan tngas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
SUbbagian Publikasi dap Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

Subbagian Publik,asi dan Dokumentasi; 
b. 	menyiapkan bahan penyajian informasi kegiatan pimpinan; 
c. 	 menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan 

Pemerintah Kabupaten dalam bentnk foto maupun audio visual; 
d. 	menyiapkan laporan pelaksa,naan kegiatan Subbagian ,Publikasi 

dan Dokumentasi; dan 
e. 	melaksanakan tngas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan ketentnan yang berlaku. 1
• 

, Pasal20 
(1) 	Subbagian Pameran dan Penerbitan mempuyai !tugas pokok 

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan 'Penyelenggaraan 
kegiatan pameran dan penerbitan, melayani penerbitan daerah serta 
menyiapkan bahan dan proses editing terhadap konsep pidato dan 
sambutan-sambutan Bupati. 

(2) 	 Vntnk melaksanakan tngas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Pameran dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyus~.man program keIja dan anggaran 

Subbagian Pameran dan Penerbitan; 
b. 	menyiapkan bahan himpunan dan mendokumentasikan naskah

naskah pidato Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; 
c. 	menyiapkan, menyimpan dan memelihara peralatan dan basil 

dokumentasi; 
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d. 	menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi foto untuk 
bahan pemb-\!rltaan; ; 

e. 	menyiapkan bahan pemberian ucapan selamat ,dftn duka cita 
Bupati kepada pihak-pihak yang dipandang perlu: dan 

f. 	 melaksanakan tuga'S' lain yang diberikan oleh atasan sesum 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal21 

(1) 	 Subbagian Data dan Informasi mempuyai tugas pokok menyiapkan 
bahan penyusunan koordinasi, pembinaan dan petunjuk 
pelaksanaan pengumpulan dan penyaringan data/informasi. 

(2) 	 Untuk melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
SUbbaglan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 

a. 	melak~ penyusunan program kerja dan anggaran 
Subbagian Data dan Informasi; 

b. 	menyiapkan bahan koordinasi penyebarluasan informasi dan 
sosialisiasi. kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui media 
Massa; 

c. 	menyiapkan bahan penyaringan Informasi yang berkaitan dengan 
kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat 
umum dan organisasi non pemerintah; 

d. 	menyiapkan bahan kliping pemberitasn di surat kabar/rnajalah 
" 	 rnengenai umpan balik masyarakat terhadap ke1"iijakan pimpinan 

di bidang Ekonomi, Pembangunan, kesejahteraan rakyat, 
pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi pimpinan 
untuk menentukan kebijakan se1anjutnya; 

e. 	 menyiapkan bahan konfirrnasi tentang berita atau isu yang 
beredar di masyarakat guna bahan tanggapan yang menyangkut 
bidang Ekonomi, Pembangunan, kesejahteraan rakyat, 
pemerintahan dan umum; 

f. 	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan SUbbagian Data dan 
Informasi; dan 

g. 	 me1akB'aUakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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Bagian Kelima 

Asisten Bidang Ekonomi, Kesejahteraan dan Pembangunan 

Pasal22 

(1) 	Asisten Bidang Ekonomi, Kesejahteraan dan Pembangunan 
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam 
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan 
administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pel.1.didikan, 
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, tenaga kexja, transmigrasi, 
perekonomian dan sumber daya alam, kesejahteraan rakyat, 
infrastruktur _dan administrasi pembanguu!p1 dan layanan 
pengadaan .bafang dan jasa pemerintah daerah ser:ta Perangkat 
Daerah yang me1aksanakan urusan pemerintahan .bidang pangan, 
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil' dan menengah, 
pertanian, kehutanan, ke1autan dan perikanan, lingkungan hldup, 
energi dan sumber daya mineral, pekexjaan umum dan penataan 
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, 
perhubungan serta urusan penunjang bidang perencanaan, 
penelitian dan pengembangan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Asisten Bidang Ekonomi, Kesejal1.teraan dan Pembangunan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. 	pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang 
perekonomian dan sumber daya alam, kesejahteraan rakyat, 
infrastruktur serta administrasi pembangunan dan layanan 
pengadaan bararlg dan jasa pemerintah daerah; 

b. 	pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program 
Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas Asisten Bidang 
Ekonomi, Kesejahtecaan dan Pembangunan; 

c. 	pelaksanaan evaluasi penyelenggarsan program Perangkat Daerah 
sesuai dengan bidang tugas Asisten Bidang Ekonomi, 
Kesejal1.teraan dan Pembangunan; 

d. 	pe1aksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian 
dan sumber daya alam, infrastruktur, kesejal1.teraan rakyat dan 
administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa 
pemerintah daerah; dan 

e. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberlkan atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal23 

(1) 	 Asisten Bidang Ekonomi, Kesejahteraan dan Pembangunan, 
membawahi: 

a. 	Bagian Bina Perekonomian; 

b. 	Bagian Administrasi Pembangunan; dan 

c. 	Bagian Kesejahteraan Rakyat. 
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(2) 	 Masing-masing Bagian sebagairnana dimaksud pad~ ayat (1), 
"dipiro.pin 	oleh seorang KepaU: Ba!9a? yang bera~ diba:wah dan 
bertanggung jawab kepada ASlsten Bldang EkonoOl1, KeseJahteraan 
dan Pembangunen. 

Paragraf 1 

Bagian Bina Perekonomian 

Pasal24 

(l) 	Bagian Bina Perekonomian mem.puyai tugas pokok melaksanakan 
menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis 
pembinaan, peningkatan dan pengembangan. fasilitasi dan 
koordinasi di bidang perekonomian rakyat, promosi dan investasi 
serta pengembangan perusahaan dan perbankan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II. 
Bagian Bina Perekoliomian menyelenggarakan fungsi: 
a. 	penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program 

pengem.bangan perekonomian rakyat, promosi dan investasi; 
b. 	penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan petunjuk teknis 

pengem.bangan perusahaan dan perbankan; 
c. 	penyiapan bahan monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanan 

program kegiatan Bagian Bina Perekonomian;, ' 
d. 	penyiapan pahan pem.binaan. koordinasi dan petunjuk teknis 

kegiatan peiilgembangan promosi potensi daerah dan, investasi; 
e. 	penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan .EJagian Bina 

Perekonomian; dan 
,. 

f. 	 pe1aksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal25 

(1) 	Bagian Bina Perekonomian, membawahi: 

a. 	Subbagian Perekonomian Rakyat; 

b. 	Subbagian Pengembangan Potensi Daerah; dan 

c. 	Subbagian Pengem.bangan Perusahaan dan Perbankan. 

(2) 	 Masing-masing SUbbagian sebagairnana diro.aksud pada ayat (1). 
dipiro.pin oleh seorang Kepala SUbbagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Perekonomian. 

Pasal26 

(1) 	 Subbagian . Perekonomian Rakyat mem.puyai tugas pokok 
menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring 
dan evaluasi serta petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan 
perekonomian rakyat serta kesejahteraan rakyat. 
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(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad~ ayat (1), 
Subbagian Perekonomian Rakyat menyelenggarakan fungSl: 
a. 	melaksanakan penyusunan program keIja dan . anggaran 

Subbagian Perekonomian Rakyat; 
b. 	menyiapkan bah~ penyusunan program dalam rangka 

peningkatan perekol1omian dan kesejahteraan rakyat; 
c. 	menyiapkan bahan koordinasi dengan Dinasflnstansi terkait 

mitra kerja dalam rangka peniD.gkatan perekonomian rakyat; 
d. 	menyiapkan bahan pemhinaan dan sosialisasi ke Kecamatan, 

mitra kerja dalam.. rangka peningkatan perekonomian dan 
kesejahteraan rak:yat; 

e. 	 menyiapkan bahan pr:mantauan, monitoring dan eValuasi 
program keIja Subbagiail Perekonomian Rakyat; 

f. memfasilitasi lintas pelaku penyusunan petunjuk teknis dalam 
" peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 
g. 	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Perekonomian Rakyat; dan 
h. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasa127 
(1) 	 Subbagian Pengembangan Patensi Daerah mempuyal tugas pokok 

menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan bahan penyusunan 
pedoman petunjuk teknis kegiatan dalam rangka peningkatan 
pengembangan potensi daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Subbagian Pengembangan Potensi Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. 	menyusun program keIja dan anggaran Subbagian 

Pengembangan Potensi Daerah; 
b. 	menyusun rencana program keIja kegiatan pelaksanaan tugas 

bidang Pengembangan Potensi Daerah; 
c. 	merancang pendataan/inventarisasi dan mengolah data dinas 

terkait tlalam rangka pengembangan potensi daerah dibidang 
pengembangan potensi daerah; 

d. 	menyusun dan melaksanakan sosialiasi, publikasi dan promosi 
potensi daerah dalam rangka pengembangan potensi dae,rah; 

e. 	 membuat konsep bahan penyusunan kebijakan,. pedoman 
kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan bidang 
pengembangan potensi daerah; 

f. 	 menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi rungsi dinas teknis 
dalam bida.ng promosi dan investasi dan r!ll1gka penyusunan 
informasi biHang pengembangan potensi daerah; , 

. I 

g. 	menyusun bahan koordinasi dalam rangka pemoinaan dinas 
teknis terkait dalam bidang potensi daerah, admnistrasi promosi 
dan investasi bidang pengembangan potensi daerah; 

h. 	mengkaji ulang kinerja dan laporan pelaksanaan Subbagian 
Pengembangan Potensl Daerah; 

i. 	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Pengembangan Potensi Daerah; dan 

j. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal28 
(1) 	 Subbagian Pengembangan Perusahaan dan Perbru;tkan mempuyai 

tugas pokok menyiapkan bahan, koordinasi dan petunjuk teknis 
kegiatan dalam rangka pembinaan administrasi pengembangan 
perusahaan daljl perbaiiRan., 	 . 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :r;jada ayat (1), 
SubbagianPengembangan Perusahaan d&h Perbankan 
menyelenggarakan fungs;: 
a. 	melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

Subbagian Pengembangan Perusahaan dan Perb!l.nkan; 
b. 	menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka 

pengembangan perusahaan dan perbankan; 
c. 	 menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

pengembangan perusahasn dan perbankan; 
d. 	menyiapkSn bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka 

pembinaan dan peningkatan di bidang pengembangan 
perusahaan dan perbankan; 

e. melakukan pembinaan administrasi dalam pengembangan 
perusahaan dan perbankan; 

f. melaporkml hasil p~ndataan di bidang pengembangan 
perusahaan dan perbankan; 

g. 	 melaporkan hasil pendataan administrasi perusahaan dan 
perbankan; 

h. 	menyiapkim laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Pengembangan Perusahaan dan Perbankan; dan 

i. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf2 

Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasa129 

(1) 	 Bagian Administrasi Pembangunan mempuyai tugas pokok 
melaksanakan menyusun bahan kebijakan umum, mengkaji, 
merumuskan, menata dan menyempumakan administrasi 
pembangunan daerah, meliputi perencanaan administrasi kebijakan 
umum pembangunan, prioritas program dan kegiatan, penataan, 
pemantauan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
program-program pembangunan serta memberikan fasilitasi dan 
pembinaan terkait administrasi pembangunan serta kebijakan 
pengadaan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 
a. 	pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan 

evaluasi program-program pembangunan daerah; 
b. 	pelaksanaan inventarisasi hasil pemantauan, pengendalian, 

pelaporan dan evaluasi program-program pembangunan;
I 
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c. 	 pengkajian, verifikasi dan evaluasi anggaran pembangunan di 
Lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. 	pembinaan dan fasilitasi kepada perangkat daerah terkait 
administrasi pembaI:!-g;unan daerah; 

e. 	pengkajian. dan 'Penyusunan bahan laporan hasil-hasil 
pembangunan; 

f. 	 penataan administrasi pembangunan daerah dengan perangkat 
daerah terkait; dan 

g. 	 pelaksanaan. tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal30 

(1) 	 Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi: 

a. 	Subbagian Program Ketja; 

b. 	Subbagian Pengendalian; dan 

c. 	 Subbagian nata dan Pe1aporan. 

(2) 	 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud.pb.da ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dihawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi 
Pembangunan. 

Pasal31 

(1) 	 Subbagian Program Ketja mempuyai tugas pokok menghimpun, 
mengkaji, merumuskan, ·menata dan mengkoordinasikan serta 
memberikan . tasilitasi dan pembinaan terkait usulan program 
pembangunan daerah dan pelaksanaan administrasi pembangunan 
daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah. 

(2) 	 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Program Kerja menye1enggarakan fungsi: 

a. 	menyiapkan bahan dan ketentuan untuk penyusunan program 
ketja dan anggaran Subbagian Program Ketja; 

b. 	menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan program 
kerja dall rencana ketja Pembangunan Daerah; 

j,O" 

c. 	me1aksanakan penyebarluasan petunjuk teknis penyusunan dan 
pelaksanaan program Pembangunan Daerah; 

d. 	menghimpun dan mengkoordinasikan usulan rencana dan 
, 	 prioritas program kerja kegiatan pembangunan ,daerah dari unit 

kerja terkait untuk dijadikan sehagsi bahan penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan berkoordinasi 
kepada DinasfInstansi terkait; 

e. 	mengkoordinasikan kendala/permasalahan pelaksanaan 
administrasi program pembangunan daerah kepada 
Dinas/lnstansi terkait; 

f. 	 melakukan pembinaan dan memfasilitasi unit ketja lingkup 
Sekretariat Daerah dalam peningkatan kinerja administrasi 
pembangunan daerah; 

http:dimaksud.pb.da


19 


g. 	 melaksanakan koordinasi u~tuk. pena~ administrasi 
pembangunan daerah dengan umt keIJa terkrut; 

h. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan 
" Subbagian Program Kerja; dan , 
i. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan ketentuan yang berlakli. 

Pasal32 

(I) 	Suhbagian Pengendalian mempuyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan dan pembinaan serta mengkoordinasikan untuk 
pengendalian program pembangunan daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Pengendalian menyelenggarakan fungsi: 

a. 	menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja dan anggaran 
Subbagian Pengendalian; 

b. 	menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian 
pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan daerah; 

c. 	me1aksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 
pe1aksanaan kegiatan fisik pembangunan daerah; 

d. 	me1aksanakan inventarisasi dan koordinasi dengan 
Dinas/lnstansi terkait, terhadap adanya kendala/permasalahan 
yang ditemui pada saat monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan fisik pembangunan daerah serta memberikan 
pemecahan masalah dengan Dinas/lnstansi terkait secara 
berjenjang; 

e. 	 menyiapkan bahan dan menyusun laporan l;ta.sil monitoring 
kegiatan fisik pembangunan daerah; dan 

f. 	 me1aksanakan tugas lain yang diberikan qleh atasan sesuai 
dengan ketehtuan yang berlaku. 

; Pasal33 

(1) 	 Subbagian Data dan Pelaporan mempuyai tugas pokok menyiapkan 
bahan, menyusun dan mengkoordinasikan teknis pelaporan 
pe1aksanaan program pembangunan di lingkup Sekretariat Daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 
a. 	menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Data dan 

Pelaporan; 
b. 	menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaporan pelaksanaan 

program kerja dan kegiatan pembangunan daerah; 
c. 	melaksanakan scmalisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis 

pelaporan pe1aksanaan kegiatan pembangunan daerah kepada 
Dinas/Instansi se-Kabupaten Lampung Utara; 

d. 	melaksanakan.pendataan dan evaluasi terhadap laporan kegiatan 
dari Dinas/lnstansi se-Kabupaten Lampung Utara; 

e. 	 menghimpun data dan menyusun laporan realisasi fisik dan 
keuangan dati Dinas/lnstansi se-Kabupaten Lampung Utara; 
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. 	 Ian ali . fisik dan keuang~ darir. 	 menyusun laporan trtwu re saS!. . 1 
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sebagru aporan 
Bupati; 

g. 	 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Data dan 
Pelaporan; dan 

h. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yrulg berlaku. 

Paragraf3 


Bagian Kesejahteraan Rakyat 


Pasal34 


(1),> Bagian Kesejahteraan Rakyat mempuyai tugas pokok merumuskan 
kebijakan, mengkoordinasikan', pelaksanaan tug'as dan fungsi, 
monitoring dan evaluasi progrrun kegiatan dan penyelenggaraan 
pembinaan., administrasi dan ;sumber daya di bidang pendidikan, 
kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, 
sasial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta 
koordinasi kerukunan umat beragama. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagainla:tla dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 

a. 	perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan 
olahraga, kesehatan, sasial, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana serta koordinasi kerukunan umat beragama; 

b. 	pelaksanaan koordinasi dan penYUSUna:tl progrrun kegiatan serta 
petunjukteknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, 
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana serta koordinasi kerukuna:tl umat beragruna; 

c. 	pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, 
kepemudaan dan olalrraga, kesehatan, sosial, pengendalian 
penduduk dan keluarga berenCa:tla serta koordinasi kerukuna:tl 
umat beragruna; 

d. 	pelaksanaan pembinaan administrasi penye1enggaraim urusan 
pemerintahan bidang pendidikan, kebuday~an, pariwisata, 
kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana serta koordinasi kerukunan 
umat berag~una; dan 

e. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ata~ ~esuai dengan 
ketenthan yang berlaku. . 



• 


21 

Pasal35 

{I} 	 Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 

a. 	SUbbagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat; 

b. 	Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; ~ 

c. 	Subbagian Administrasi Sosial. 

(2) 	Masing-mal!ling- Subbagian sebagaimana dimakf),ud pa~a ayat (1), 
dipimpin oleh ~eorang Kepala Subbagian yang berada ;dlbaWah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahterfl3.l~ Rakyat. 

Pasal36 

(I) 	Subbagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat mempuyai tugas pokok 
merencanaklim, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan ~ga~ 
lingkup Subbagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi 
penyiapan bahan dan pedoman penyusunan rencana kegiatan 
pembinaan kesejahteraan sosia! serta menyusun laporan 
pelaksanaan tugas. 

(2) 	Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan 
fungsi: 

a. 	menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Subbagian 
Pembinaan Kesejateraan Rakyat; 

b. 	menyusun konsep bahan penyusunan dan petunjuk teknis 
dibidang pembinaan kesejahteraan rakyat; 

c. 	menyiapkan bahan penyusunan draft kebijakan di bidang 
kesejahteraan sosial yang meliputi bidang kesejahteraan 
masyarakat, pendidikan, kependudukan, kemiskinan dan 
bencana alam; 

,i d. 	menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pem~inaan organisasi 
sosial, organisasi wanita, organisasi pejuang dan lembaga sosial 
serta merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan 
kegiatan peringatan han-han besar agama; 

e. 	mclaksanakan hubungan kerja dan konsultasi dengan pejabat 
unit kerja terkaitj 

f. 	 menyusun Rencana Anggaran Satuan kerja dan Dok:umentasi 
Anggaran Satuan Kerja SUbbagian Pembinaan Kesejahteraan 
Rakyat; " 

g. 	 mclakukan penyusunan draft kebijakan sebagai bahan 
pengambilan keputusan pimpinan di bidang Sosial Budaya yang 
pembinaan olahraga dan pemuda serta pemberdayaan 
kepemudaan; 

h. 	menyusun laporan kegiatan Subbagian Pembinaan Kesejahteraan 
Rakyat; dan, 

i. 	me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal37 

(1) 	 Subbagian Agama., Pendidikan dan Kebudayaan mempuyai tugas 
pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pe1aksanaan .ltegiatan, monitoring evaluasi dan pelaporan 
di Bidang Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan 
fungs;: 
a. 	menyiapkan bahan dan menyusun rencana kexja Subbagian 

Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 
b. 	menyiapkim data· di bidang sarana peribadatan, sarana 

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 
c. 	menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan 

dengan bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan 
pendidikan keagamaan; , 

d. 	menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait 'di bidang 
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama.dan pendidikan 
keagamaan; , 

e. 	 menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang 
sarana' peribadatan, sarana pendidikan agama. dan pendidikan 
keagamaan) 

f. 	 menyiapkan bahan pertimbangan pemberian ban1:1'lan di bidang 
sarana peiibadatan, sarana pendidikan agama·.dan pendidikan 
keagamaan; 

g. 	 menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang 
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan; dan 

h. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlalru. 

Pasal38 

(1) 	 Subbagian Administrasi Sosial mempuyai tugas pokok menyiapkan 
perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, 
monitoring eva!uasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Sosial. , 

(2) 	 Untuk melak.sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Subbagian Administrasi Sosia! menyelengg;rrakan fungsi: 
a. 	menyiapkan data di bidang administrasi sosial; 
b. 	menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi 

sasial; 
c. 	menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang 

administr:,-si sosia!; 
d. 	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang 

• administrasi 808ia!; 
e. 	 menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang 

administrasi sosial; 
f. 	 menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pe1aporan di bidang 

administrasi sasia!; dan 
g. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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Bagian Keenam 

'Asisten Bidang Administrasi Umum 

" 	 ,t Pasal39 
,

(I) Asisten Bidang Administrasi Umum mempuyal tugas pokok 
.. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,' 
,> koordinasi pelaksanaan program, pe1ayal1al~ administrasi, 

pemantauan, perlengkapan dan keuangan Sekretariat Daerah dan 
evaluasi terkait dengan ,pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, 

'keprotokolan 	 serta ,tata usaha pimpinan dan dukungan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintah bidang kearsipan dan 
perpustakaan, penanaman modal, urusan penunjang bidang 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta 
Perangkat Daerah yang me1aksanakan fungsi pengawasan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Asisten Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. 	pe1aksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang 
umum yang meliputi rumah tangga, tata usaha sekretariat dan 
kepegawaian, bidang organisasi dan ketatalaksanaan, bidang 
pere1engkapan dan keuangan serta bidang keprotokolan dan tata 
usaha pimpinan; 

b. 	peiaksanflan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program 
Perangkat Daerah sesual dengan pembidangan tugas Asisten 
Administrasi Umum; 

c. 	pe1aksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah 
sesual dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum; 

d. 	pe1aksanaan pembinaan administrasi di bidang um'um yang 
meliputi rumah tangga, tata usaha sekretariat dan kepegawaian, 
bidang organisasi dan ketataJaksanaan, bidang Perlengkapan dan 
keuangan serta bidang keprotokolan dan tat,a usaha pimpman; 
dan 

e. 	 peIaksanaah tugas lain yang diberikan ata'san sesual dengan 
ketentuall yang berlaku. i 

Pasal40 

(1) 	 Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi: 

'8.. Bagian Organisasi; 

b. Bagian Umum; 

c. Bagian Protokol; dan 

d. Bagian Perlengkapan dan Keuangan. 

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Administrasi Umum. 
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Paragraf 1 

Bagian Organisasi 

, " 
Pasal41 

(1) 	Bagian Organisasi mempuyai tugas pokok menyiapkan pemmu~ 
kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsl, 
pemantauan dan evaluasi! program kegiatan dan penyelenggaraan 
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban keIja, 
pelayanan publik dan pengembangan kioeIja organisasi. 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. 	pelaksanaan penyiapan pemmusan kebijakan di bidang 

kelembagaim, analisa jabatan, analisa beban kerja, 
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kioeIja 
organisasi; 

b. 	pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa 
jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik 

" dan pengembangan kioerja organisasi; 
c. 	 pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, analisa 
jabatan, analisa beban keIja, ketatalaksanaan, pelayanan publik 
dan pengembangan kinerja organisasi; 

d. 	pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya 
di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban keIja, 
ketatalaksanaan, pela,yanan publik dan pengembangan kinerja 
organisasi; dan . 

e. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal42 

(1) 	Bagian Organisasi, membawahi: 
a. 	Subbagian Kelembe.gaan dan Analisis Jabatan; 
b. 	Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan 
c. 	Subbagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur. 

(2) 	Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
berianggung jawab kepada Kopala Bagian Organisasi. 

Pasa143 

(1) 	 Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempuyai tugas 
pokok menyiapkan bahan penyusunan pedonlan dan petunjuk 
teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan analisis 
organisasi, peningkatan kapasitas kel~bagaan, eva1uasi 
kelembagaan, melaksanakan penyusunan analisis jabatan, formasi 
jabatan, standar kompetensi jabatan, fasilitasi. dan evaluasi 
pelaksanaan analisis jabatan. 
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, 
(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. 	melaksanakan peIJ-y'usunan program keIja dan anggaran 

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b. 	menyiapkan bahan aualisis data di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan; 
c. 	 melakukan inventarisasi dan pendataan kelembagaan perangkat, 

daer.ah 	 . 
d. 	menyiapkan dan nienyusun rencana perubahan kelembagaan 

berdasarkar4 peraturan yang berlaku ' 
e. 	 melakukan 'fasilitasi dan mediasi antar Organisflsi Perangkat 

Daerah (PERANGKAT DAERAH) dalam ranglta' penyusunan 
struktur kelembagaan; '. 

f. 	 menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah bidang 
kelembagaan dan analisajabatan; 

g. 	 menyiapkan bahan pembinaan bidang penataan kelembagaan 
perangkat daerah dan fasilitasi kelembagaan; 

h. 	memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan bidang 
kelembagaan dan analisis jabatan; 

i. 	 menyiapkan bahan koordinasi. pembinaan dan petunjuk teknis 
monitoring pelaksanaan analisis jabatan dan pelaksanaan 
pengkajian dan evaluasi perangkat daerah Kabupaten dan 

j. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.. , 

Pasal44 

(1) 	 Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempuyai tugas 
pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
tekois. koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pelaksanaan 
Rencana Strategi Organiasi Perangkat Daerah, tata laksana 
pemerintahan dan pelayanan publik. 

(21" Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksl:\d pada ayat (1), 
Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik menyelenggarakan 
fungsi: 

a. 	melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 
Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; 

b. 	Menyiapkan bahan analisis' data di bidang tatalaksana 
pemerintahan. perpustakaan dan kearsipan serta rencana 
strategi; 

c. 	menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tatalaksana 
pemerintahan, perpustakaan dan kearsipan; 

d. 	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang 
tatalaksana pemerintahan pengawasan melekat, perpustakaan 
dan kearsipan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerdh; 

e. 	 menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas. 
pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas; 

, 
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f. 	 menyiapkan bahan pemantauan dan pe1aporan di bidang tata 
laksana pemerintahan; 

g. 	menyiapkan bahan analisis data di oidang tatalaksan~ pe1ayanan 
dan pengaduan pe1ay;man publik serta rencana strategl; 

h. 	menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan 
publik meliputi standar oprasional prosedur, standar pelayanan 
publik dan standar pelayanan minimal; 

i. 	 menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar 
pelayanan internal dan pelayanan pUblik; 

j. 	menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan 
aparatur negara/daerah; 

k. 	menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang 
pelayanan publik; 

1. 	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata 
Laksana dan Pelayanan Publik; dan 

m, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesum 
dengan ketentuan yang berlalru. 

Pasal45 

(1) 	 Subbagian Akuntabilitas dan Pemberda,yaan Apa:ratur mempuyai 
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis, koordiitasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan 
kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi pengembanga;;l kinerja dan 
menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemenntah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Akuntabilitas ... dan Pemberdayaan Aparatur 
menye1enggarakan fungsi: 

Ii. 	melaksanlllcan penyusunan program kerja dan anggaran 
Subbagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur; 

b. 	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang 
akuntabilitas kinerja; 

c. 	 menyiapkan oahan analisis data dan oahan perumusan kebijakan 
serta bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di oidang 
peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen 
mutu; 

d. 	menyiapkan bahan peningkatan kinerja dan budaya Serta bahan 
pen:iantauan dan pelaporan kerja serta standar manajemen mutu; 

e. 	 melaksanakan penyusun dan penghimpunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah dan 
Penetapan Kinerja Kabupaten Lampung Utara; 

f. 	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur; dan 

? g. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesum 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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Paragraf2 

Bagian Umum 

Pasal46 

(I) 	Bagian Umum mempuyai tllgas pokok melaksanakan menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengil:oordinasikan, pembinaan, pelaksanaan 
tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, 
urusan rumah tangga; tata usaha dan telekomunikaai sekretariat 

i< dan kepegawaian Sekr~tariat Daerah 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. 	pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah 
tangga, tata usaha dan telekomunikasi serta kepegawaian 
Sekretariat Daerah; 

b. 	pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 
petunjukteknis pelak:sanaan urusan rumah tangga, tata llsaha 
dan telekomunikasi serta kepegawaian Sekretariat Daerah; 

c. 	pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya 
urusan ruinah tangga, tata usaha dan kepegawaian Sekretariat 
Daerah; 

d. 	pelaksanaan penyiapan tempat ruangan, akomodasi serta 
konsumsi untuk rapat acara kenegaraan dan pelantikan; 

e. 	pe1aksanaan pengurusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah; 

f. 	 pe1aksanaan penyiapan penge10laan kendaraan dinas di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

g. 	pelaksanaan monitoring dan evaluasi penye1enggaraan urusan 
rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Sekretariat Daerah; 
dan I 

h. 	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

i 	 Pasa147 

(1) 	Bagian Umum, membawahi: 
a. 	SUbbagian Rumah Tangga; 
b. 	Subbagian Tata Usaha; dan 
c. 	Subbagian Kepegawaian. 

(2) 	,Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. 

Pasa148 

(1) 	Subbagian Rumah Tangga mempuyai tugas pokok menyiapkan 
bahan penyeleriggaraan urusan rumah tangga, penge101aan 
kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor dan1rumah dinas. 
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(2) 	 Untuk melaks~nakan tugas sebagairoana dimaksud ~ada ayat (1), 
Subbagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:. i 
a. 	melaksana.kan penyusunan program kerja·.dan anggaran 

Subbagian Ruamh T~a; 

b. 	melaksanakan monitorjng dan evaluasi pengumpulan bahan 
kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka 
penyelenggaraan rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan 
serta upacara hari besar nasional dan lainnyaj 

c. 	melaksanakan pemeliharaan taman rumah jabatan Bupati, Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah; 

d. 	menyiapkan bahan kebutuhan ruang keIja Bupati dan Wakil 
Bupati serta kebutuhan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah; 

e. 	 menyiapkan bahan pelayanan dan mengatur penggunaan 

kendaraan dinas; 

f. 	 menyiapkan bahan koordinasi dan penjadwalan pelaksanaan 
tugas personal/pengemudi; 

g. 	 menyiapkan bahan pengawasan penggunaan kendaraan dinas 
operasional maupun lyn pegawai; 

h. 	menyiapkan bahan penyelesaian surst-surst kelengkapan 
kendaraan dinas yang meliputi Surst Tanda Nomor Kendaraan 
Dinas, Buku Pemilik Kendal'aan Bermotor dan Kir kendaraan 
dinas Sekretariat Daerah; 

i. 	 menyiapkan bahan pengaturan penggunaan bahan bakar minyak; 

j. 	 menyiapkan bahan pemeliharaan dan perawatari kendaraan dinas 
yang dikelola oleh Sekretariat Daerah; 

k. 	menyiapkan bahan penetapan SUrat Penetapan Pemegang 
Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah; dan 

l. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang bedaku. 

Pasa149 

(1) 	 Subbagian Tata Usaha mempuyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dk koordinasi, melaksanakan kegiatan, 
administrasi, monitoring dan evaluasi di bidang tata usaha dan 
telekomunikasi sekretariat. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. 	menynsun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha; 

b. 	mengurus Burat menyurat dan naskah dinas lainnya di 
lingkungan Sekretariat Daerah; , 

c. 	 pengumpulan dan pengoIahan bahan kebijakan Felaksanaan 
pelayanan tatausaha Sekretariat Daerah; 

d. 	pelaksanaan pelayanan urusan surat menyqrat, kearsipan dan 
telekomunikasi serta pelayanan administrasi lainnya di bidang 
tatausaha fIlekretariat Daerah; 

.' 
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elaksanaan koordinasi dengan unit kexja terkait berkenaan 
e. 	~engan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan tata usaha 

dan telekomunikasi Sekretariat Daerah; 

f. 	 mengarahkan na.skah dinas dengan sarana kartu kendall atau 
lembar pengantar; . 

g. 	 menyimpan dan memelihara kartu kendall serta duplikasi surat 
ke1uar; 

h. 	pencatatan dan memberi nomor semua naskah dinas kel,uar; 

i. 	 mengekspedisi surat ke1uar, baik secara langsung kep"3.da alamat 
maupun me1aluijasa pos; 

j. 	menghimpun, menyimpan dan meml'(lil:iara duplikasi 
surat/naskah dinas kelllar; 

k. 	menye1enggin-akan penyiapan/penarikan arsip y~ telah habis 
masa simpannya dari satuan kexja-Organisasi (.i lingkungan 
Sekretariat:Daerah;'. 

1. 	 mengumpulkan rencana kebutuhan dalam pengelolaan arsip 
inaktif bcaerta depo arsip Sekretariat Daerah; 

m. me1aksanakan pengiriman dan penerimaan berita baik me1a1ui 
• 	 perangkat komunikasi; 

n. 	menyiapkan bahan penge101aan surat masuk dan surat ke1uar; 

o. 	menyiapkan bahan koordinasi arsip/laporan/data lain secara 
sistematiS; 

p. 	menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan 
mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara 
perlengkapan; 

q. 	mengumpulkan bahan pertimbangan penyusunan pembinaan dan 
petunjuk teknis pengelolaan dan pengurusan naskah dinas 
dinamis; 

r. 	mengatur klasifikasi surat menurut ketentuan dan mencatat 
jumlah naskah dinas masuk dan keluar; 

s. 	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pe1aksanaan tugas 
dan fungsi SUbbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberik:an oleh atasan sesuai 
" dengan ketentuan yang berlaku. \ 

Pasal50 

(1) 	 Subbagian Kepegawaian mempuyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, pe1aksanaan kegiataan pengkoordinasian 
kepada Dinas, Badan dan Lembaga-lembaga Teknis bidang 
administrasi kepegawaian. ~ 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. 	menyusuri rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian; 

b. 	menyiapkan baban penye1esaian administrasi kepegawaian di 
Iingkungan sekretariat yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan 
gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala; 

http:kep"3.da
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•c. 	menyiapkan bahan penyusunan prograJ?l pengelolaar: 
administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana fOn;naSl 
dan kebutuhan pegawai, usulan kebutuhan diklat 
struktural/fungsional, usulan jabatan, kenaikan pangkat,pensiun 
dan penataan kebutuhan pegawai; 

d. 	menyiapkan penetnpan keputusan kenaikan gaji berkala dan 
pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat 
Daerah; . 

e. 	menyiapkan bahan pembinaan dan perIingkatan disiplin pegawai; 

f. 	 menyiapkan bahan penyuSunan program peningkatan 
kesejahteraan pegawai; 

g. 	 menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi manajenIen 
kepegawaian dan tata naskah pegawai perorangan; 

h. 	menyiapkan bahan penetapan kartu-kartu kepegawaian; 

i. 	 menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Sekretaris Daerah, 
Asisten dan starAhli; 

j. 	menyusun dan menyiapkan Buku Kontrol Cuti, Izin, Sakit, 
Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, Papan kontrol 
Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Daftar Urut Kepangkatan 
Sekretariat Daerah; 

k. 	menyiapkan Rekapitulasi Absen, Kartu Permohonan Perlambahan 
Penghasilan Pegawai dan Surat Pemyataan Menduduki Jabatan, 
Usulan Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Mutasi 
,Promosi Jahatan, Pensiun dan Kartu lstri/I,{aitu SUami/Kartu 
Pegawai Sekretariat Daerah; dan 

1. melakscinalkn tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. I 

Paragraf3 

Bagian Protokol 

Pasal51 

(1) 	 Bagian Protokol mempuyai tugae pokok menyiapkan koordinasi 
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pelayanan 
keprotokolan pimpinan, tata aeara, pelayanan tamu dan urusan 
undangan serta perumusan kebijakan, mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program 
kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan 
sumberdaya urusan tata usaha Bupati dan Wakil Bupati, tata usaha 
Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Bupati. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), 
Bagian ProtokoI menyelenggarakan fungsi: 

a. 	pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan tata usaha 
Bupati dan Wakil Bupati, tata usaha Sekretaris Daerah dan tata 
usaha StarAhli;,i , 
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b pe1aksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

. petunjuk teknis urusan tata usaha Bupati dan v.:akil Bupati, tata 


usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha star AhU; 

c. 	pelakaanaim pembinaan teknia, administraai serta sumber daya 

urusan tata usaJ:ia: Bupati dan Wakil Bupati, tata uaaha 
Sekretaris Daerah dan tata usaha starAhU; 

d. 	peIaksanaan monitoring 'dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan uruaan tata usaha Bupati dan Wakil Bupati, tata 
usaha Sekretaris Daerah dan tats. usaha star Ahli; 

e. 	pelakaanaan koordIDasi dan kerjasama dengan instansi lain di 
bidang keprotokolan; 

f. pelakaanaan penyiapan dan mengatur acara pimpinan 
, pemerintah; 

g. 	 pelaksanaan persiapan dan memperlancar tug~s serta kegiatan 
pimpinan pemerintah; 

h. 	pelaksanaan ac-ara penerimaan kunjungan tatl}u VIP IVVIP dan 
tamu lainnya ke Pemerintah Daerah; 

i. 	 pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi 
pemerintah/non pemerintah yang membutuhkan; dan 

j. 	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlakn. 

Pasal52 

(1) 	 Bagian Protokol, membawahi: 
a. 	Subbagian Tata Usaha Pimpinan; 
b. 	Subbagian Tamu dan Perjalanan Dinas; dan 
c. 	Subbagian Acara dan Upacara. 

(2) 	 Masing-masing SUbbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol. 

Pasal53 

(1) 	 Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempuyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan rencana program dw;t kegiatan serta 
pelayanan bagi pimpinan dalam bidang .keprotokolan dan 
adminiatrasi pimpinan. 

, 	 \ \

(2) 	Untuk melakaanakan tugaa sebagaimana dimakaud pada ayat [1), 
Subbagian Ta~ Usaha Pimpinan menyelenggarakan,fu'!lgai: 
a. 	melakaanan penyiapan perumuaan kebijakan u~J.san tata usaha 

Bupatidan Wakil Bupati, tata uaaha Sekretaris Daerah dan tata' 
usaha starAhli; 

b. 	melakaanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan 
, 	 serta petunjukteknia urusan tata usaha Bupati dan Wakil 

Bupati, tata uaaha Sekretana Daerah dan tata uaaha StarAhli;. 	 , 
c. 	melaksanakan pembinaan teknia, administrasi aerta sumber daya 

urusan tata usaha Bupati dan Wakil Bupati, tata uaaha 
Sekretaris Daerah dan tata usaha starAhli; 



, 
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d. 	melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan urusan tata usaha Bupati dan '¥:aki1 Bupati, tata 
usaha Sekretaris Daerahdan tata usaha StafA:bli; dan 

e. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan Qleh atasan sesuai 
1 ;"'i.

dengan keterituan yan.g berlaku. 

Pasal54 

(1) 	 Subbagian Tamu dan Perjalanan Dinas mempuyai tugas pokok 
melaksanakan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan 
:petunjuk pelaksanaan kebijakan pelayanan perjalanan dinas 
pimpinan, pelayanan tamu dan urusan undangan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Tamu dan Perjalanan Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

Subbagian Tamu dan Perjalanan Dinas; 
b. 	menyiapkan bahan koordinasi persiapan penerimaan serta 

koordinasi akomodasi dan transportasi kunjungan bagi tamu VIP, 
WIP dan tamu lainnya; 

e. 	menyiapkan bahan reneana agenda kunjungan tamu dan 
perjalanan dinas pimpinan; 

d. 	melakukan fasilitasi dan koordinasi perjalanan dinas pimpinan 
dan staf sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

e. 	menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu dan perjalanan 
dinas pimpinan; 

f. melaksanakan persiapan pelaksanaan penerimaan tamu dan 
, rapat dinas pimpinan daerah; 

g. 	pelaksanaan proses administrasi perizinan perj;Uanan dinas bagi 
pejabat dan pegawai pemerintah daerah serta pimpinan; dan 

h. 	melaksanakan. tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

, Pasal55 

(1) 	 Subbagian Aeara dan Upa6ara mempuyai tugas pokok melaksanakan 
menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan 
kebijakan tata acara dan upaeara kenegaraan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Acara dan Upaeara :qJ.enyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

Subbagian Acara dan Upaeara; 
b. 	kordinasi. tamu yang akan diundallgan dan kehadiran pejabat 

yang diundang; 
e. 	menghinlpun dan memelihara data nama dan alamat para pejabat 

dan para tokoh masyarakat yang dipandang perlu; 
d. 	pengaturan persiapan penyelenggaraan upaeara-upaeara 

pelantikan, rapat-rapat dan pertemuan pimpinan daerah; 
e. 	 kordinasi dan pengaturan persiapan rapat/pertemuap., resepsi 

dan upaeara serta kordinasi kendaraan untuk j:amu yang 
memerlukan pelayananan protokoler; 
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f. 	 penyusunan, pe1aksanaan dan pembuatan rahencana kegiatan di 
bidang penyelenggaraan acara pimpinan daer ; 

g. 	 penataan administrasi penyelenggaraan acara yan~ dilakukan dan 
atau yang diikuti oleh Pemerintah Daerah sesual dengan aturan 
keprotokolan; . 

b. 	menyiapkan undangan upacara rutin, senam dan apel 
pengarahan di Lingkungan Sekretariat Daerah; 

i. 	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Acara dan 
Upacara; dan 

j. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleb atasan sesuai 
dengan ki1tentuan yang berlaku. 

Paragraf4 

Bagian Perlengkapan dan Keuangan 
, 

Pasal56 
(I) 	Bagian Perlengkapan dan Keuangan mempuyai tugas pokok 

menyiapkan bahan dan materi pel"lyusunan, perumusan kebijakan, 
pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan pengendalian kegiatan 
pengelolaan keuangan, belanja pegawai serta belanja barang dan 
jasa di lingkUngan Sekretariat Daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Perlengkapall dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. 	penyiapan bahan dan materi, penyusunan dan perumusan 

kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan monitoring pelaksanaan 
pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan 
pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; 

b. 	penyiapari bahan dan materi, penyusunan dan perumusan 
kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan monitoring pelaksanaan 
penelitian permintaan pembayaran biaya peIja1a:Uan dinas; 

c. 	melaksanakan pengadaan barang dan pemeliharaan di Kantor 
Bupati, R:umah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 
Daerah; 

d. 	pelaksallaan penyusunan laporan periodik pengeluaran 
keuangan; 

e. 	 penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi 
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan 
pengendalian barang daerah di lingkungan Sekre,tariat Daerah; 

f. 	 pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 
pemeliharaan barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah; 

g. 	 pelaporan basil. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, penggunaan, pemarlfaatan, pengamanan dan 
pemeliharaan barang daerah yang digunakan Sekretariat Daerah; 

h. 	pengumpu1an bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan 
administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 
penggunaan, pemarlfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
pelaporan dan pengendalian barartg daerah di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 
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1. 	 pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksan~ 
pengamanan dan penleliharaan barang eli lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

.j. 	penyia.pan bahan dan materi, penyusunan dan perumusan 
kebijaksanaan, koordinasi, penlbinaan monitoring pelaksanaan 
penyelesaian keputusan penlberhentian penlbayaran pegawai eli 
lingkungan Sekretariat Daerah yang pensiun; dan 

k. 	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuari yang berlaku. . 

Pasa157 

(1) 	 Bagian Perlengkapan dan Keuangan, menlbawahi: 
a. 	Subbagian Keuangan Sekretariat; 
b. 	Subbagian' Pengadaan dan Distribusi; dan 
c. 	Subbagian Veriflkasi Analisis Kebutuhan. 

(2) 	 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
elipimpin oleh seorang KePala Subbagian yang berada elibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan 
Keuangan. 

Pasa158 

(I) 	Suhbagian Keuangan Sekretariat mempuyai tugas pokok 
menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan 
administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan. 

(2) 	Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Keuangan Sekretariat menyelenggarak;m'fungsi: 

a. 	melaksan~ penyusunan program kexja dan anggaran 
Subbagian Keuangan Sekretariat; , 

. I 
b. 	menyiapkan bahan Rencana Kexja dan Angg'lran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran {OPAl perangkat daerah eli 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

c. 	menyusun rencana kebutuhan Belanja Langsung dan Belanja 
Tidak Langsung eli lingkungan Kantor Bupati;, 	 ' 

d. 	menyelenggarakan tata usaha penge101aan keuangan eli 
linglrungan Sekretariat Daerah; 

e. 	menyusun laporan. keuangan Sekret.ariat Daerah; 

f. 	 menghimpun dan mengkoordinasikan dokumen Rencana Kexja 
Anggaran dari unit keIja dilingkungan Sekretariat Daerah; 

g. 	melaksanakan penelitian usulan permintaan biaya serta 
pembayaran uang pexjalanan dinas; 

h. 	mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penye1esaian 
masalah ganti rugi, biaya pindah danfatau hak keuangan 
lainnya; 

i. 	 mengumpulkan bahim pelaporan pertanggungjawaban 
penlbayaran gaji, keuangan, pexjalanan dinas dan pindah 
pegawai; 
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. pulkan bahan program/kegiatan sebagai bahanJ. 	 mengum 
penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran 
Sekretariat; 

k. 	menerima mencatat dan meneliti kebenaran dalam rangka 
pemroses~ Surat Permintaan Pembayaran, menyiapkan bahan 
penerbitan, mengerjakan pembukuan buku register dan 
menyiapkan pencatatan transaksi Surat Perintah Membayar 
dalam buku jumal pengeluaran kas; 

1. 	 menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan realisasi 
belanja sec,ara rutin/berkala; 

m. menghimpu.n dan mencatat· Surat Pertanggungjawaban 
pengeluaran kas; 

n. 	mencatat, menyetor dan melaporkan realisasi penerimaan dan 
pengeluaran pajak; 

o. 	 menyiapkan perhitungan realisasi belanja dan laporan keuangan 
akhir tahun anggaran; dan:' 	 , 

p. 	me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal59 

(1) 	 Subbagian Pengadaan dan Distribusi mempuyai tugas pokok 
menyiapkan bahan-bahan penyusunan administrasi pengadaan 
barang dan .iasa, penge10laan administrasi pengadaan barang dan 
jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban distribusi barang dan jasa 
pada Sekretariat Daerah dan rumahjabatan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Pengadaan dan Distribusi menye1enggarakan fungsi: 
a. 	me1aksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

Subbagian .Pengadaan dan Distribusi; 
b. 	mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian 
barang daerah; 

c. 	me1aksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian 
barang daerah basil pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. 	mengumpulkan, menganalisis dan mencatat serta 
mensistematisasikan administrasi penerimaan, penyimpanan dan 
pendistribusian barang daerah; I 

e. 	 melaksanakan pemantauan dan evaluasi p'tmerimaan, 
penyimpanan dan pendistribusian barang !jerta menyusun 
Laporan Persediaan Barang Sekretariat Daerab.; 

f. 	 mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 
pelaksanaai1! koordinasi, pembinaan, pengamanan dan 
peme~araanbarangdaerah; 	 i 

g. 	 me1aksanakan koordinasi dan pembinaan, pengamanan dan 
pem~araan barang Sekretariat Daerah; 

h. 	menyiapkan semua proses penyelenggaraan pengadaan 
barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas 
Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Ramah Dinas Sekretaris 
Daerah; 



36 


i. 	 menyiapkan semua proses penyelenggaraan pengadaan pakaian 
dinasj I 

j. 	 menyimpan dan mendistribusikan barang-barang di ]ingkungan 
Kantor Bupatij' 

k. 	menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan SUbbagian Pengadaan 
dan Distribusi; dan . 

1. melaksanakflll tugas lain yang diberikan Qleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal60 

(1) 	 Subbagian Verifikasi dan Analisis Kebutuhan mempuyai tugas pokok 
melaksanake,n penyusunan bahan pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan verifikasi dan analisis, kebutuhan 
barang dan jasa, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, 
koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan verifikasi dan analsis 
kebutuhan barang dan jasa serta administrasi penerimaan, 
penyimpanan, pendistribnsian, penggunaan, pada pemanfaatan, 
pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang 
daerah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian VeriIikasi dan Analisis Kebutuhan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. 	melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 
Subbagian Verifikasi dan Analsis Kebutuhan; 

b. 	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan 
pengadaan barangfjasa dan analisa kebutuhan di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

c. 	 Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi aset Sekretariat 
.' 	 Daerah, nunah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, nunah 

dinas Sekretaris Daerah; \ 

d. 	mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun 
perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan pemeliharaan dan 
penghapusan barang di Iingkungan Sekretariat Daerah; 

e. 	 mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun 
Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, Laporan 
Hasil Pengadaan Barang dan Laporan basil Pemeliharaan Barang 
Sekretariat Daerah; 

f. 	 menyiapkan data aset dalam rangka menyusun neraca 
Sekretariat Daerah; 

g. 	 melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, 
penatausahaan, inventarisasi dan akuntansi barang di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

h. 	mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun 
perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan pemeliharaan dan 
penghapusan barang di lingkungan Sekretariat Daerah; 

i. 	 mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 
pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, 
penatausahaan, inventarisasi dan akuntansi barang di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 
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j. 	mengumpulkan bahan dalam rangka penyerag~an sist~ 
penatausahaan, inventarisasi dan laporan akuntanSl barang di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

k. 	menyiapkan bahan proses administrasi rencana penggunaan dan 
pemanfaatan; . 

1. 	 melaksanakan pemantau<ln dan evaluasi pengamanan dan 
pemeliharaan barang daerah serta menyusun laporan 
pengamanan dan pemeliharaan barang Sekretariat Daerah; 

m. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Verifikasi 
dan Analsis Kebutuhan; dan 

n. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Ketujuh 

Staf Ahli Bupati 

Pasal61 

(1) 	 Staf Ahli Bupati terdiri atas: 

a. 	Star Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 

b. 	star Ahli Bidang Pembangunan, KemasY~tan dan Sumber 
Daya Manusia dan 

c. 	Staf A¥i Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

(2) 	 Star Ahli bex-ada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara 
administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. 

Pasal62 

(1) 	 Star Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
rencana kerja, pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data 
dan informasi, pelaksanaan pemberi saran, pertimbangan dan 
masukan serta memberlkan rekomendasi terhadap isu-isu strategis 
kepada Bupati berupa telahaan staf masalah Pemerintahan Daerah 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
star Ahli menye1enggarakaD. fungsi: 
a. 	merumuskan rencana kerja sebagai pedoman dslam memberikan 

telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan bidang 
.tugasnya; 

'b. 	melaksanakan koordinasi dengan perangkat dae,.-ah terkait dalam 
rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan 
analisis; 

c. 	mengumpulkan bahan yang berasal dati imformasi lainnya; 
d. 	melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap masalah 

pemerlntahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya; 
e. 	melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap data dan 

imformasi yang ada; 
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f. 	 merumuskan· 
~, 

saran dan pertimbangan dalam bentuk telaahan 
star sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. 	 menyampaikan telaahan staf kepada Bupati dan Wakil Bupati; 
dan 

h. 	melaksanakan tugas~tugas lBinnya yang diberikan oleh Bupati 
dan Wakil Bupati. 

BAB III 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Bagian Kesatu 


Rincian Tugas dan Fungsi 


Pasal63 


(1) 	 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur 
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas 
dan fungsi DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) 	Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan secara teknis 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi , 

\ Pasal64 

(1) 	Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari: 

a, Sekretaris DPRD; 

b. Bagian Umum; 

c., 	Bagian Keuangan; 

d. Bagian Persidangan; 

e. 	Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan 
f. 	Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) 	 Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
b, c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 

i 



>, 	
39 

• 
Bagian Kedga 

Sekretariat DPRD 

Pasal65 

(1) 	 Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesek.retariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan Tenaga Ahli 
yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya 
sesuai dengan kebutuhan. 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sek.retanat DPRD menyelenggarakan fungsi: 

a. 	 penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. 	 penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. 	 fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 

d. 	 penyediaan dan pengo6rdinasian Tenaga Ahli yang diperlukan 
oleh DPRD. 

Bagian Keempat 

Bagian Umum 

\ 

Pasal66 

(1) 	Bagian Umum mempuyai tugas pokok,' merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam 
melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, 
perlengkapan, pemeliharaan dan menyelenggaiakan urusan rumah 
tangga Sekretariat DPRD dan DPRD. , 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. 	menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; 

b. 	mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sek.retariat DPRD; 

c. 	 memveriflkasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 
~RD; 1 

d. memveriflkasi kebutuhan perlengkapan sek.retariat DPRD; 

e. 	 menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sek.retariat DPRD; 

f. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan 
Sekretariat DPRD; 

g. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD; 

h. 	memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; 

i. 	 mengevaluasi la,poran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
Sekretariat DPRD;,. 

j. 	 mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuahgan Sekretariat 
DPRD; 
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k. 	mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan 
Sekretariat DPRD; 

1. 	 menyusunlaporan kinexja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal67 

(1) 	 Bagian Um\llll, membawahi: 

a. 	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

"b. Subbagian Rumah Tangga; dan , 
c. 	SUbbagian Perlengkapan. 

(2) 	Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin o1eh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. 

Pasal68 

(1) 	 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempuyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan 
mengendalikan dalam ketatausahaan, pengolahan data dan 
administarasi kepegawaian. 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. 	melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat 

DPRD dan pimpinan DPRD; 
b. 	melaksanakan kearsipan; 
c. 	 menYusun administrasi kepegawaia.l1; 
d. 	menyusun rencana keIja operasional kegiatan pelayanan 

administrasi kepegawaian; 
e. 	menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; 
f. 	 menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediruln Tenaga

Ahli; , 

g. menyiapkan bahan administrasi pembuatap 
kepangkatan dan formasi pegawai; dan 

h. me1aksan~ tugas lain yang diberikan oleh 
dengan ketentuan yang berlaku. 

daftar 

atasan 

I 

Urut 

sesuai 

" 

Pasal69 

(1) Subbagian Bagian Rumah Tangga mempuyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan 
Jllengendalikan dalam penyelenggaraan kerumahtanggaan 
Sekretariat DPRD. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: 
a. 	mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat 

DPRD; 

http:kepegawaia.l1
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b. 	mengatur dan memeJ.i.hara halaman dan taman di komp1ek 
Sekretariat DPRD; , 

c. 	menga~r dim mengelola keamanan komplek Sekret¥iat DPRD; 
d. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat win pertemuan; 

dan 
e. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan k~tentuan yang berlaku. 

Pasal70 

(1) 	 Subbagian Pedengka:pan mempuyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam 
administrasi perencanaan kebutuhan. pengadaan pedengkapan dan 
barang serta pengelolaan aset daerah linglrup Sekretariat DPRD. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Subbagian Perlengkapan menye1enggarakan fungsi: 

a. 	mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan 
sekretariat DPRD; 

b. 	mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan; 

c. 	merencanakan pemeliharaan alat-alat pedengkapan; 

d. 	menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang 
untuk k!:per1uan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

e. mengatui pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan 
? dinas di Sekretariat DPRD; 

f. 	 mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi 
untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

g. 	 melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan 

h. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan o1eh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang,berlaku. 

Bagian Kelima 

Bagian Keuangan 

Pasal71 

(1) 	 Bagian Keuangan mempuyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam 
penyusunan anggm'an, pelaksanaan dan pembinaan administrasi 
perbendaharaan dan verifikasi. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Keuangan menye1enggarakan fungsi: 

, a. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; 

b. 	mengevaluasibahan perencanaan anggaranSekretariat DPRP; 

c. 	memveriflkasi perencanaan kebutuhan rumah t;mgga Sekretariat 
DPRD; 

, 
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d. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; 

e. 	menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; 

f.melaksanakan 	pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan 
Sekretariat DPRD; 

g. mengoorclinasikan penge10laan anggaranSek:retariat DPRD; 

h. 	memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; 

i. 	 mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pengelolaan 
kel.1angan Sekretariat DPRD; 

j. 	 mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat 
DPRDj . 

k. 	mengevaluasi pengadministrasian dan akun,tansi keuangan 
Sekretariat DPRD; 

1. 	 menyusun laporan kineIja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan. 	 \ . 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ~esuai dengan 

ketentuan yang berlaku. . 

Pasal72 

(1) 	,Bagian Ket\angan, membawahi: 

a. 	Subbagian Verifikasi dan Pembukuan; 

b. 	Subbagian Perbendaharaan; dan 

c. 	Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) 	 Masing-masing SUbbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang wada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

Pasal73 

(1) 	 Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempuyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan 
mengendalikan dalam melaksanakan veriflkasi dan pembukuan. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
subbagiim Verifikasi dan Pembukuan menyelenggarakan fungsi: 

a. 	merencanakan pemverifikasian keuangan; 
" 	 fb. 	memveriflkasi pertanggungjawaban keuangan; , 

c. 	mengoordinasikan kepada Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, 
Bendahara dan pembantu Pejabat Penatausaha Keuangan llntuk 
pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah 
Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah 
Uang/Langsllng; 

d. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; 

e. 	memverifikasi keblltuhan perlengkapan sek:retariat DPRD; dan 

f. 	 melaksanakan tllgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal74 

(1)' Subbagian Perbendaharaan mempuyai tugas poko~ merencanakan, 
me1aksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam 
kegiatan perbendahar~. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima.ksUd pada ayat (1). 
Subbagian Perbendaharaan menye1enggarakan fungsi: • 

a. 	menyusun bahan perencanaan; 

b. 	menyusun Rencana Ketja Anggaran dan Dolrumen Pelaksanaan 
Anggaran ba.!-k mumi maupun pernbahannya; 

c. 	menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; 

d. 	merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; dan 

e. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal75 

(1) 	 Subbagian penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempuyai 
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, 
mengawasi dan mengendalikan dalam penyusunan program, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Penyusunan Program, EvalWl.si dan iPelaporan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. 	penyusun rencana ketja Subbagian; 

b. 	penyelenggaraan penyusunan rencana ketja, kinetja dan 
anggaran tl'!hunan Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 

\ 	 ' 
c. 	pelaksanaan penyiapan daftar usulan program dan'rencana kerja 

Sekretariat DPRD; .' 

d. 	pelaksanaan penyusunan dan penyiapan serta pengelolaan. 
usulan kegiatan dan anggaran; 

e. 	 pe1aksanaan pengendalian pengelolaan anggaran; 

't. 	 pelaksanrum kegiatan penyusunan dan perubahan Berta 
pertanggungjawaban anggaran; 

g. 	 pelaksanaan, penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan 
bulanan, triwulan dan akhir tahun; 

h. 	pelaksanaan, peny-usun dan penyiapan matm laporan, evaluasi 
perencanaan program, perencanaan kegiatan dan perencanaan 
anggaran; 

i. 	 pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; 

j. 	pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada 
bawahannya (secara betjenjang) yang me1akukan pelanggaran 
disiplin dengan berclaaarkan pada Peraturan Perundang
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
dan . 

k. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

http:EvalWl.si
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Bagian Keenam 

Bagian Persidangan 

Pasal76 

(1) 	 Bagian PeI'sidangan mempuyai tugas pokok merencanakan, 
melsksanakRn, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam 
memberikan layanan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat, 
persidangan serta membuat risalah. 

(2) 	Untuk melsksanakan tugas seba.gaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Persidangan menye1enggarakan fungsi: 
a. 	penyusun rencana ke:rja Bagian Persidangan; 
b. 	penyiapan bahan koordinasi penyediaan bahan rapat-rapat dan 

penyusunan risalah; 
f 	c. penyiapan· bahan koordinasi layanan riipat-rapat Alat 

Kelengkapan DPRD; 
d. 	penyiapan bahan layanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat serta 

penyusunan risalah; 
e. 	pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 

dalam pe1aksanaan tugas; 
f. 	 pelaksanaan layanan dan memfasilitasi kegiatan rapat-rapat serta 

. alah ' penyusunan us ; 	 . 
g. 	 pelaksanaan pembuatan la.poran tugas dan fungsinya; dan 
h. 	pelsksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan·yang berlaku. 

Pasal77 

(1) 	 Bagian Persidangan, membawahl: 
a. 	Subbagian Alat Kelengkapan Dewan dan Staf; 
b. 	Subba~an Risalah; dan 
c. 	 Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. 

(2) 	 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala SUbbagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan. 

Pasal78 
•(1) 	Subbagian Alat Ke1engkapan Dewan dan Stafmempuyai tugas pokok 

merencanakan, me1aksanakan, mengarahkan, mengawasi dan 
mengendal.ikaJ.\l dalam memberikan layarum dan fasilitasi 
penyelenggaraan tugas alat-alat Kelengkapan Dewan d<\n Tenaga Ahli 
DPRD.· . 

(2) 	 Untuk melsksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Alat Kelengkapan Dewan dan Star menye1enggarakan 
fungsi: 

'a. 	penyusun rencana ke:rja SUbbagian; 

b. 	penye1enggaraan penyusunan rencana ke:rja, kinerja dan 
anggaran tahunan Subbagian Alat Kelengkapan Dewan dan Staf; 
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c. 	me1aksanakan penyusunan Jadwsl dan koordinasi Ke~tan Alat
slat kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli DPRD; , 

d. 	pelakasanakan fasilitasi layanan kebutuhan, kerja Alat-slat 
kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli DPRD; . 

e. 	pelaksanakrltn fasilitasi pelaksanaan pengadaan Tenaga Ahli 
DPRD; , : 

f. 	 pe1aksanakan penyiapan sarana dan prasarana :Kegiatan Alat-alat 
Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli DPRD:' , 

g. 	 pelaksanakan pengumpulan" pen,¥Usunan dan pengolahan 'hasil 
kegiatan Mat-alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli DPRD; 

h. 	pelaksan~ pembuatan laporan tugas dan fungsinya; 

i. 	 pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada 
bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran 
disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang~ 
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
dan 	 • 

j. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Passl79 

(1) 	 Subbagian Risa1ah mempuyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam 
memberikan layanan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dan 
penyusunan risalah. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
" Subbagia,n Risalah menyelenggarakan fungsi: 

a. 	penyusun rencana kerja Subbagian; 
b. 	penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan 

anggaran tahunan SUbbagian Risalah; 
c. 	pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan rapat-rapat DPRD; 
d. 	pe1aksanaan penyiapan sarana dan layanan rapat-rapat DPRD; 
e. 	 pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan hasil rapat DPRD; 
f. 	 pelaksanaan penyusunan risalah rapat; 
g. 	 pe1aksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; 
h. 	pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada 

bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran 
disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
dan 

i. 	 melaksanatam tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Passl80 

(1) 	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempuyai tugas 
pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan 
mengendalikan dalam memberikan layanan, dan I fasilitasi 
penyelenggaraan kehumasan dan protokoler. ' 

, 

i 
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(2) 	 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksl.1d pada ayat (1), 
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan 
fUngsi: 

a. 	penyusun rencana ke:tja Subbagian Hubungan Masyarakat dan 
Protokol;

j> 

b. 	penye1enggaraan pen:yusunan rencana ke:tjia, kineIja dan 
anggaran tahunan Subbagian Hubungan Masyarakat dan 
Protokol; , 

c.pelaksan!i:an penghimpunan,penyusunan dan pengolahan bahan 
informasi kegiatan DPRD; 

d. 	pelaksanaan koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan Alat-alat 
Kelengkapan DPRD; 

e. 	 pe1aksanaan koordinasi kegiatan publikasi dan pemberitaan 
kegiatan DPRD; 

f. 	 pe1aksanaan pengumpulan dan penyaringan data serta analisis 
pemberitaan kegiatan DPRD; 

g. 	 pelaksanaan penyiapan, penyajian layanan pemberitaan dan 
publikasi kegiatan DPRD; 

h. 	pelaksanaan fasilitasi kegi.atan DPRD dalsm menerima 
penyampaian aspirasi masyarakat dan Kegiatan Reses DPRD; 

i. 	 pe1aksanaan koordinasi kegiatan kehumasan dan keprotokolan; 

j. 	 pe1aksanaan pembuatan laporan tugas dan fUngsinya; 

k. 	pembinaan dan memfasilita.~ proses hukuman disiplin kepada 
bawahannya (secara be:tjenjang) yang melakukan pelanggaran 
disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
dan 

1. 	 melaksanalqm tugas lain yang diberikan bleh atasan sesuai 
dengan ket.entuan yang berlaku. 

, , 	 , I 

Bagian Ketujuh 

Bagian Hukum dan Perundang-undangan 

Pasal81 

(1) 	 Bagian Huknm dan Perundang-undangan mempuyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan 
mengendalikan dalam penyelenggaraaan kegiatan penyiapan bahan 
kajisn, penyusunan perancangan produk hukum, dokumentasi dan 
informasi hukum, fasilitasi bantuan hukum bagi DPRD. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), 
Bagian Huknm dan Perundang-undangan menyelenggarakan fUngsi: 

a. 	pengkoordinasisn kegiatan penyusunan produk hukum; 

b. penye1enggaraan 	 penyusunan rencana ke:tja, kineIja dan 
anggaran tahunan Bagian Hukum dan Perundang-undangan; 
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c. 	penyelenggaraan layanan dokumentasi dan informasi produk 
• 	 hukum; 

d.pengkoordinasian bantuan hukum DPRD; 

e. 	 penyelenggaraan kCgiatan pengumpulan dan pengolahan bahan 
untuk pembuatan produk hukum; 

f. 	 penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain berkaitan 
penyusunan produk hukum; 

g. 	 penyelenggaraan pengumpulan bahan kajian, penelitian dan 
pengembangan hukum; 

h. 	penyelenggaraan kegiatan pengumpuIan bahan pelaksanaan 
pengawasan produk hukum dan kebijakan daerah; 

i. 	 penyelenggaraan kCgiatan pengumpulan bahan untuk 
pelaksanaan penyusunan anggaran daerah; 

j. 	 pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan; 

k. 	pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada 
, 	 bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan peIanggaran 

disiplin dengan herdasarkan pada Peratu'tan Perundang
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
dan 

1. 	 pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal82 

(1) 	 Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawaru: 
a. 	Subbagian Pengkajian Hukum; 
b. 	Subbagian Perancangan Produk Hukum; dan 
c. 	Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

(2) 	 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipiropin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang
undangan. 

Pasal83 

(1) 	 Subbagian Pengkajian Hukum mempuyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan,' mengawasi dan 
mengendalikan dalam memberikan kajian hukum I terhadap 
penyusunan regulasi dan masalah-masalah hukum. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakS\.Jd pada ayat (1), 
Subbagian Pengkajian Hukum menyelenggarakan fungsi: 
a. 	penyusun :r:encana kerja SUbbagian Pengkaj~ Hukum; 
b. 	penyelenggAraan penyusunan rencana kerja,' ; kinerja dan 

anggaran tahunan Subbagian Pengkajian Huk:um; ! 

c. 	pelaksanaan pengumpulan dan mengolah data sebagai bahan 
masukan bagi kCgiatsnpPRD dan Sekretariat DPRD; 

d. 	pelaksanaan pemberian te1aahan terhadap masalah-masalah 
hukum yang dihadapi oleh DPRD dan Sekretaria,t DPRD; 
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e. 	pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD terhadap 
pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan 
Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah; I 

f. pelaksanaan pengumpulan bahan untuk Pelaksanaan 
penyusunan anggaran daerah; I 

g. 	 pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan ful'lgsinya; 
h. 	pembinaan. dan memfasilltasi proses hu~an disiplin kepada 

bawahaImyla (secara berjenjang) yang melakuka:n pelanggaran 
disiplin dengan berdasarkan pada Pera~ill'1 Perundang
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
dan 

i. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan· oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

, 

Pasa184 

(1) 	 Subbagian Perancangan Produk Hukum mempuyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan 
mengendalikan dalam menyelenggarakan pengumpulan dan 
pengolahan bahan untuk perancangan produk hukum. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Perancangan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:, 
a. 	penyusun rencana kerja Subbagian Perancangan Produk Hukum; 

b. 	penyelenggaraa.n penyusunan rencana kerja, kinerja dan 
anggaran tahunan Subbagian Perancangan Produk Hukum; 

c. 	pelaksanaan penyiapan dan mengolah bahan produk hukum 
DPRD dan Sekretariat DPRD; 

d. 	pelaksanaan penyiapan referensi hukum yang diperlukan dalam 
kegiatan penYUSUD.atl produk hukum.; 

• e. 	pelaksanakan fasilltasi proses pengangkatan dan pemberhentian 
Anggota DPRD; 

f.' 	 pelaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; 

g. 	 pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada 
bawaharmya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran 
disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
dan 

h. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasa185 

(1) 	Subbagian Dokumentasi dan lnformasi Hukum mempuyai tugas 
pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkaO, mengawasi dan 
mengendalikan dalam menyelenggarakan pengumpulan dan 
pengolahan bahan untuk dokumentasi dan informasi produk 
hukum. ' 
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(2) 	 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan 
fungsi: 

a. 	penyusun rencana kerja Subbagian; 

b. 	penyelenggaraan penyusunan rencana keIja, kineIja dan 
anggaran tahunan Subbagian Dokumentasi dan Informasi 
Hukum; 

c. 	pelaksanaan " penghimpunan, penyusunan dan 
pendokumcmtasikan seluruh produk hukum serta peraturan 
Perundang-undangan lainnya; 

d. 	pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosialisasi produk hukum DPRD; 

e. 	 pelakSanaan penyelenggaraan Perpustakaan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD; 

f. 	 pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; 

g. 	 pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada 
bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan t:elanggaran 
disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang
undangan yang mengatur tentang disiplin Pegaiwai Negeri Sipi1; 
dan 	 . 

h. 	melaksanal<jan tugas lain yang diberikan 6l1eh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. i 

Bagian Kedelapan 

Jabatan Fungsional 

Pasal86 

(1) 	 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga 
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(2) 	 Kelompok Jahatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian 
kegiatan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 
dengan kebutuhan. 

(3) 	 Kelompok Jabatan Fungsional dalam me1aksanakan tugasnya 
bertanggung 'jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

(4) 	 Ke1ompok Jahatan Fungsional daJam melaksanakan tugas 
dikoordinasi kan oleh Tenaga Fungsional. 

(5) 	Jeni~ dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan 
" peraturan Perundang-undangan yang berlaku , 

? 
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• 
BABIV 

INSPEKTORAT 

Bagian Kesatu 


Rindan Tugas dan Fungsi 


I PasaJ. 87 

(1) 	 Inspektorat" merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. , 

(2) 	 Inspektorat dipi1;npin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada 
kepada Bupati meIalui Sekretaris Daerah. 

(3) 	 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan ciaerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; 

(4) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a. 	perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan; 

b. 	pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
meIalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 
pengawasan lainnya; 

c. 	pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Bupati;" 

d. 	penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. 	 pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan 

f. 	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkiut dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 


Susunan Organisasi 


! Pasal88 


Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: 
, 
a. 	 Inspektur; 

b. 	 Sekretariat; 


L Subbagian Umum dan Kepegawaian; 


2. 	Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 

3. 	Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. 	 Inspektur Pemballtu Wilayah I; 

d. 	 Inspektur Pembantu Wilayah II; 

e. 	 Inspektur Pembantu Wilayah III; 
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, 
f. 	 Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan 

g. 	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

, 
Bagian Ketiga 


Inspektur 


Pasal89 


(1) 	 Inspektur mempunyai tugas memimpin peIaksanaan tugas 
pengawasan, pengujian, penilaian, pengusutan, pembinaan, 
evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta me1akukan koordinasi 
penye1enggaraan kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung 
Utara sesuai kewenangannya serta· tugas lain sesuai dengan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pel'aturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagahnana dimaksud dalam ayat (1), 
Inspektur mempunyai fungsi: 

a. perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan teknis 
,. peIaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawa,san; 

b. 	 pengendalian, Pembinaan, koordinasi, pembagian tugas, 
pemberian petunjuk, pengembangan, pengawasan serta 
mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan; , 

c. 	 pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan; 

d. 	 penginvestigasian terhadap ka.sus-kasus penyimpangan yang 
merugikan pemerintah; 

e. 	 pembinsan fungsional pengawasan di Lingkungan Inspek:torat 
Kabupaten Lampung Utara; 

f. 	 pembinaan dan pengawasan terhadap penye1enggaraan urusan 
pemerintahan daerah; 

g. 	 pembinaan dan pengawasan peIaksanaan reformasi birokrasi dan 
pencegahan korupsi pada pemerintahan daerah; 

h. 	pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal 
pemerintahan daerah; 

i. 	 pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat; 

j. 	 pengevaluasian dan penyusunan laporan serta ketatausahaan 
Inspektorat Kabupaten Lampung Utara; 

k. 	 me1akukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan 
tindak:ianjut hasil pengawasan; 

1. 	 pe1aksanaan penilaian prestasi keIja terhadal? Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan lnl;lpektorat; . 

m. 	pemb~ saran dan perumbangan kepada E!upati sesuai dengan 
bidang tugasnya; dan . ; 

. 	 . 1 
n. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati· sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasa190 

(1) 	 Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi 
pengawasan, pelayanan administrasi umum, evaluasi pelaporan dan 
kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkaan, memberikan 
pelayanan administrasi kepada semua unit eli lingkungan 
Inspektorat Kabupaten serta melaksanakan tugas lain yang 
eliberikan Inspektur. 

(2) 	 Sekretariat elipimpin oleb seorang Sekretaris yang berada eli bawah 
dan bertanggung jawab kepada Inspekt:ur. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. 	penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 
program keJja pengawasan; 

b. 	penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil 
pengawasan; 

c. 	 penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan dan tindak 
lanjut basil pengawasan; • 

d. 	penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penye1enggaraan 
urusan' pei\1erintahan, reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, 
Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIPj idan Laporan 
Akuntabilitas KineJja lnstansi Pemerintah (LAKIFj; , 

e. 	penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian dalam 
rangka penatausahaan penanganan pengaduan; , 

f. 	 pe1aksanaan urusan kepegawaian, perencaaan, evaluasi dan 
pe1aporan, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga 
serta penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 

g. 	 pelaksanaan penilaian prestasi kelja terhadap Pegawai Negeri 
Sipil eli Lingkungan Sekretariat; 

h. 	penyiapan dan pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan 
kegiatan sekretariat; dan 

i. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlakLl. 

Pasal91 

(1) 	 Sekretariat, membawahi: 

a. 	Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. 	Subbagian Evaluasi dan Pela,poran; dan 

c. 	 Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

(2' 	Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleb, seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

, ' 
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Pasa192 

(1) 	 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempuyai tugas pokok 
pengelolaan administrasi, kepegawaian, penatausahaan surat 
menyurat dan urusan:rumah tangga serta tugas lain yang eliberikan 
oleh sekretarlS. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana elimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fIlngsi: 
a. 	menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan tata 

usaha surnt menyurnt dan kearsipan; 
•b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, 

inventariSasi, pengkajian, analisis pelaporan; , 
c. 	menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan 

kepegawaian; 
d. mengelola :urusan perlengkapaI? rumah tangga; 
e. 	 melaksanllkan penilaian prestasi kexja terhadap setiap Pegawai 

Negeri Sipil eli Subbag. Umum dim Kepegawian; 
f. 	 menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan laporan 

pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawian; dan 
g. 	 melaksanakan tugas lain yang eliberikan oleh atasan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal93 

(1) 	 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempuyai tugas pokok 
menyiapkan bahan evaluasi pengawasan, menyusun laporan dan 
dokumentasi kegiatan pengawasan serta tugas lain yang eliberikan 
oleh Sekretaris. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), 
Subbagian Evaluasi dan Pe1aporan menyelenggarakan fungsi: 
a. 	menghimpun, mengolah, menyusun data dan menyimpan 

dokumentasi laporan basil pengawasan; 
b. 	menyiapkan bahan inventarisasi basil pengawasan d~ tindak 

Ianjut basil pengawasan; , 
c. 	menyiapkan bahan lapo'ran dan melaksanakan tindak Ianjut hasil 

pengawasan; 
d. 	mengadministrasikan laporan hasil pengawasan dan hasil tindak 

lanjut ptmg~wasan; , ; 
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan eval~asi laporan 

Akuntabilitas Khlexja Instansi Pemerintah (LAKlP); 
f. menyiapkan bahan dan menginventarisasi data kegiatan 

pengawasan untuk pemutakhiran data hasil pengawasan; 
g. menyiapkan dan menyusun hasil evaluasi dan laporan 
, Inspektorat; , 

h. 	mel~sanakan penilaian prestasi keIja terhadap setiap pegawai 
negeri sipil di Subbag. Evaluasi dan Pelaporan; 

i. 	 menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan laporan, 
pelaksanaan kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pe1aporan; dan 

j. 	 melaksanakan tugas lain yang eliberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal94\ 

(1) 	 Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempuY!ll !tugas pokok 
menyiapkan biman, inventarisasi data, p(mgolahan data, penge1otru:n 
keuangan dan melaksanakan penyusunan rencana program keIJa 
pengawasan dalam rangka pemeriksaan, menyiapkan Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh 
~ekretaris. 

(2) 	 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. 	menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana 
anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung 
Inspektorat; 

b. 	menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan 
keuangan; 

c. 	menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi atas pengelolaan 
keuangan; 

d. melaksanakan dan meny~apkan bahan pertanggungjawaban 
anggaran; 

e. melaksanakan pembinaan admlnistrasi keuangan dan 
perbendaharaan; 

f. menyiapkan bahan dan me1aksanakan penyusunan rencana 
? strategis dan rencana kerja tahunan Inspektorat; 

g. 	 menyiapkan bahan dan melaksanakan koordin'asi dan fasilitasi 
rencana/program kerja pengawasan; 

h. 	menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran 
Inspektorat; 

i. 	 menyiapkan bahan dan me1aksanakan laporan dan statistik 
Inspektorat; 

j. 	menYlapkan Peraturan Perundang-undangan" bahan dokumen 
dan melaksanakan pengolahan data pengawasan; 

k. 	menyiapkan ballan pembinaan pengawasan eValuasi kinerja 
Organisasi Perangkat Daerah; 

1. 	 menyiapkan bahan pembinaan dan Pengawasan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 

m. menyiapkan bahan dan melaksanaan kegiatan reviu Rencana 
Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 

n. 	melaksanakan penilBian prestasi kerja terhadap setiap pegawai 
negeri sipil di Subbag. P,erencanaan dan Keuangan; 

o. 	menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan laporan 
pe1aksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
dan , 


p. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

, 

i 
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Bagian Kelima 
Inspektur Pembantu Wilayah 

Pasal95 
(1) 	Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah 
dan kasus-kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lampung Utara serta tugas lain yang diberlkan oleh Inspektur. 

(2) 	Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada' ayat (1), 
Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi: . 
a. 	pelaksanaan telaahan terhadap Peraturan Perun,dang-undangan, 

permasalahan pengaduan dan pengawasan; 
b. 	pengusulan dan atau penyusunan program pengawasan di 

wilayah kerj"imya; \ ; 
c. 	pengkoordinasian pelaksanart pengawasan dan s.eb,Ilgai supervisi 

dalam pelaksanaan pengawasan; 
d. 	pengawasan terhadap i penyelenggaraan pemerintahan pada 

Organisasi Perangkat Daerah; 
e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
, pengawasan; 
f. 	 penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil 

pemeriksaan; 
g. pelaksa.naan 	 reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah; 
, h. pelaksanaan fasllitasi penilaian atas tugas pengawasan dari 

pejabat fungsional; 
i. 	 pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap setiap pegawai 

negeri sipil di lnspektur Pembantu Wilayah; 
j. 	 pengkoordinasian tugas pengawasan pejabat fungsional auditor 

dan Pejabat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
di Daerah (P2UPD); 

k. 	melaksanakan telaahan terhadap Peraturan Perundang
undangan, permasalahan pengaduan dan pengawasan; 

1. 	 menugaskan Fungsional A'L1ditor/Pengawasan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Di Daerah/Fullgsional Lainnya 

., mengajukan usulan program pengawasan di wilayah keIjanya; 
m. mengkoordinasian pelaksanan pengawasan dan sebagai supervisi 

dalam pelaksanaan pengawasan; 
n. 	melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan pada Organisasi Perangkat Daerah; 
o. 	 melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian tugas pengawa:san; 
p. 	menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan; 
q. 	melaksanakan reviu laporan keuangan dan mengevaluasi kineIja 

Organisasi Perangkat Daerah; 
r. 	 melaksanakan fasllitasi penilaian atas tugas pengawasan dari 

pejabat fungsiona1; . 
s. 	melaksanakan penilaian prestasi keIja terhadap setiap Pegawai 

Negeri Sipil di Inspektur Pembantu Wilayah; 
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't. 	mengkoordinasikan tugas pengawasan pejabat ft,ngsional.auditor 
dan pejabat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan 
di Daerah (P2UPD); dan 

u. 	pelaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh atasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal96 

(1) 	 Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur 
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Inspektur. 

(2) 	Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dan: 

a. 	lnspektur Pembantu Wilaya.'1. I; 

b. 	Inspektur Pembantu Wilayah II; 

c. 	Inspektur Pembantu Wilayah III; dan 

d. 	Inspektur Pembantu Wilayah IV. 
, , 

(3) 	Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan 
dan pengawasan pada Instansi/Perangkat Daerah di Jingkungan 
pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan dengan 
surat keptusan Inspektur. 

Ba'gian Keenam 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa197 	 .. 
(1) 	 Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah dan 
secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretans. 

(2) 	 1 Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pejabat Fungsional 
Auditor; Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
di Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Lainnya yang terbagi 
dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

(3) 	 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah 
Daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan. 

(4) 	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), pejabat fungsional auditor dan Pejabat Pengawas 
Penyelenggaiaan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) 
mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau 
pengawasan, bail!: yang bersifat rutin, berkala, penangan kasus
kasus pengaduan maupun pengawasan tertentu. 
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(5) 	 Pejabat fung~onal auditor melaksanakan pengawasan atas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang. keuang~ 
dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan di 
Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaran 
urusan pemerintahan daerah diluar pengwasan keuangan, yang 
meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, 
pengawasan .atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 
pengawasan 'atas dekosentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan 
untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan 
teknis pemerintahan daerah. 

(6) 	 Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan di Daerah serta fIlngsional lainnya membuat 
laporan pelaksanaan kegiatan. 

(7)., 	 Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan di Daerah serta fw:lgsional lainnya 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(8) 	 Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan kegiatan 
pengawasan dapat dibagi-bagi dalam tim. 

(9) 	 Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas 
pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendalian mutu, 
pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh 
Inspektur. 

(10) 	Pengangkatan kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh 
Bupati. . 

BABV 


SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI 


REPUBLIK INDONES~ KABUPATEN LAMPUGN UTARA 


Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal98 

(1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia 
Kabupaten merupakan bagian dan Organisasi' perar:.gkat daerah, 
secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dei;yan Pengurus 
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten d.8.i:J. secara teknis 
administratif bertanggung jawab kepada Bupati mela1ui Sekretariat 
Daerah. 

(2) Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten 
dipimpin oleh i>eorang Sekretaris. ' 

i 



58 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 


i Pasal99 
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai ReP'!lbHk Indonesia 
Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional 
dan administrasi pada Pengurus Korps Pegawal Republik Indonesia 
Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta 
pembinaan terhadap se1uruh unsur da1am lingkungan Sekretariat 
Peng;urus Korps Pegawal Republik Indonesia Kabupaten. 

PasallOO 
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 
menye1enggarakan fungsi: 

a. 	penyelenggaraan pengeloIaan administrasi umum dan keIjasama; 
b. penye1enggaraan 	kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, 

mental dan rohani; 
c. 	 penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; 
d. 	pengkoordinasian dan fasilitasi penye1enggaraan Sekretariat 

Pengurus KOrps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten; dan 
e. 	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten dan Ketua Pengunls Korps Pegawai Republik Indonesia 
Kabupaten. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 


PasallOl 
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten 
terdiri atas: 
a. 	Subbagian Umum; 
b. 	Subbagian Hukum dan Organisasi; dan 
c. 	Subbagian Hubungan Masyarakat. 

.Pasal102 
(1) Subbagian Umum I mempunyai tugas me1aksanakan 

penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan 
keIjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. 

(2) Rincian tugas SubbagiaIi Umum adalah sebagai berikut: 
a. 	menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan dan administrasi kepegawalan; 
b. menye1enggarakan 	 urusan umum dan ketatausahaan, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan 
kebersihan lingkungan keIja, keprotokolan dan hubungan 
masyarakat, koordinasi dan hubungan antara dinas instansi, 
urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas; 

, 
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c. 	menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan 
perpustakaan serta Peraturan Perundang-undangan; 

d. 	melaksanakan koordinasi, pembinaan. pengendalian, evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kelja; 

e. 	melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, 
perlengkapan kantor serta aset lainnya; 

f. 	 melaksanakan pengelolaan data kearsipan umum dan 
kepegawaian, perpustakaan dan dokumenta.si; 

g. 	 melaksanakan hubungan keIjasama dengan pihak lain; 
h. 	menyusun'laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas 

IGneIja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan IGnetja dan, Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 

1. 	 melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Umum (Umum dan KeIjasama); dan' 

j. 	 melaksanakan tugas 'lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ke;:entuan yang berlaku. 

Pasal103 

(I) SUbbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas menyusun 
kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan 
kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan 

, sosial. 

(2) Rincian tugas Subbagian Hukum dan Organisasi adalah sebagai 
berik:ut: 
a. 	melaksanakan penyusunan perencanaan dan petunjuk teknis 

serta kebijakan pelaksanaan di bidang usaha, bantuan hukum 
dan sosial; 

b. 	melaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 
pengembangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 
bidang usaha, bantuan hukum dan sosial; dan 

c. 	melaksanakan tugas lain yang diberlkan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal104 

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi kegiatan olah raga, sew dan budaya serta melaksanakan 

, pembinaan mental dan rohani. 

(2) Rincian tugas Subbagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai 
berik:ut: 

a. 	melaksanakan penyusunan perencanaan dan petunjuk teknis 
serta kebijakan pelaksanaan di bidang olahraga, seni, budaya, 
mental dan rohani; 

b. 	melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 
pengembangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 
bidang olahraga, seni, budaya, mental dan rohani; dan 

c. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

http:dokumenta.si
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BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal105 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. ' 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua 
kelompok, ,yang ditunjuk oleh Bupati; berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing. 

, , Pasall06 
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesoai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat 
(1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. , 

(4) Pembinaanterhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukatl. sesoai dengan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku. 

BABVII 


TATAKERJA 


Pasal107 
(1) Sekretaris Daerab Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2~ Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerab Kabupaten, 
Asisten Sekretaris Daerab, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan 
Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain 
sesuai dengan tugasnya. 

(3) star Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya. 

(4) Sekretaris DPRD Kabupaten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan 
Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam 
lingkunga.Tl, masing-masing maupun al'ltar satuan organisasi lain 
sesum dengan tugasnya. 

http:lingkunga.Tl
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, 
Pasal108 

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bert~ggung. ja~ab dalam 
memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bunbmgan s~ 
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masmg
masing. 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Dalam menyampalkan laporan, masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain yang secfITa fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(4) Setiap laporanyang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari 
bawahan wajib dialah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan Iebih Ianjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

" Pasal109 , 
(1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah 

Kabupaten melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan, tugas-tugas 
para Asisten berada dalam koordinasi seorang Asisten yang 
diturijuk oleh Bupati dengan memperhatikan senioritas dalam 
Daftar Urnt Kepangkatan. 

(3) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, tugas-tugas para 
Kepala Bagian berac1a dalam koordinasi seorang Kepala Bagian 
yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dengan 
memperhatikan senioritas dalam Daftar Urnt Kepangkatan. 

,Pasal1l0 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing 
pejabat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BABVTII 
KEPEGAWAlAN 

Pasalll1 
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

.., \ 

Pasal1l2 
Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sclcretaris DPRD 
Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Bagian, Kepa1a 
Subbagian dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang 
berlaku. 
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BABIX 
PENUTUP 

Pasal113 
Oengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peratl,mm Bupati Nomor 
30 Tabun 2015 (Berita Oaerab ~upaten Lampung Utara Tabun 2015 
Nomor 30) tentangi Rincian Tugas, Fungsi dan Taw. KeIja Sekretariat 
Oaerab Kabupaten, stat Ahli dan Sekretariat Dewan Perw~tkil.an Rakyat 
Daerab Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal114 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian oleh Sekretaris Daerab 
Kabupaten. 

Pasal115 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads. tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berits. Oaerab 

Kabupaten Lampu!lg Utara. 


Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal 12 JUNI 2017 

BWATI LAMPUNG UTARA, 

ttd 

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA 

Diundangkan di Kotabumi 

pada tanggal 12 JUNI 2017 


SEKRETARlS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 


ttd 

SAMSIR 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR: 28 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 


Sekretariat Daerah Kab. Lampung Utara 


HENPRI. sa. MM, 

Pembina 


NIP. 198009182000121001 


http:Perw~tkil.an
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"f BABIX 
PENUTUP 

Pasal113 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 
30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 
Nomor 30) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KeIja Sekretariat 
Daerah Kabupaten, Staf AhU dan Sekretariat Dewan PerwaldIan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal114 
. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten. 

Pasal115 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- ,
Agar setiap orang' mbngetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati in! dengan penempatannya dalam Beril:a Daerah 
Kabupaten Lampung Utara. 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal l¢  oc. - 2017 

BUPATI LAMPlJN~ARA. 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal IJ - Olo' - 2017 

SEKRETARIS D 
KABUPATElIT G UTARA, . 

, 

8AM8IR 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR:~6 


